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ABSTRAK 
 
SITI HARYATI (B1110366). Perlindungan Hukum terhadap Kreditor atas 
Klaim Asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Macet pada                       
PT Askrindo, dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Winner Sitorus. 
 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menjadi penyebab tidak dibayarnya klaim asuransi kredit usaha rakyat 
(KUR) yang diajukan oleh pihak bank kepada PT Askrindo dan 
perlindungan hukum terhadap kreditor atas terjadinya wanprestasi dari 
kredit usaha rakyat (KUR) yang diasuransikan pada PT Askrindo. 
Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, penulis 
melakukan penelitian di  Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, PT 
Askrindo, dan pengusaha UMK (Usaha Mikro dan Kecil) dengan metode 
penelitian sosiologi hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif 
dan disajikan secara deskriptif. 
Berdasarkan data yang diperoleh, faktor-faktor yang menjadi 
penyebab tidak dibayarnya klaim asuransi kredit usaha rakyat (KUR) yang 
diajukan oleh pihak bank kepada PT Askrindo yaitu klaim yang daluwarsa 
atau surat pengajuan klaim dari bank melewati 6 bulan sejak KUR jatuh 
tempo, kelengkapan berkas yang diminta oleh PT Askrindo tidak 
dilengkapi oleh pihak bank, adanya perbedaan data ketentuan, dan rotasi 
petugas bank pelaksana KUR yang tinggi mengakibatkan adanya 
miskomunikasi antara petugas KUR yang lama dengan yang baru 
mengenai pengajuan klaim asuransi KUR. Perlindungan hukum terhadap 
kreditor atas terjadinya wanprestasi dari kredit usaha rakyat (KUR) yang 
diasuransikan pada PT Askrindo terdiri perlindungan hukum preventif yaitu 
jaminan yang diberikan oleh debitor, penyelesaian secara administrasi 
perkreditan, serta manajemen resiko secara internal oleh bank pelaksana 
KUR, dan perlindungan hukum represif melalui upaya hukum seperti 
Panitia Urusan Piutang Negara, melalui badan peradilan, dan melalui 
arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
 
  
Kata Kunci : Kredit Usaha Rakyat, klaim, asuransi, PT Askrindo, 
perlindungan hukum 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari 
pembangunan nasional sebagai amanat Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi 
dimulai dari kegiatan usaha kecil hingga ke perbankan. Dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur sesuai dengan 
amanat konstitusi, maka pemerintah perlu melakukan usaha untuk 
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 
Dalam kenyataannya, tidak semua masyarakat terutama 
masyarakat lapisan menengah ke bawah memiliki modal yang cukup 
untuk membuka atau mengembangkan usaha dan produktivitasnya. Oleh 
karena itu, sebagian besar mereka mengambil bantuan usaha berupa 
kredit untuk menjadikannya sebagai modal usaha. Bantuan usaha 
tersebut diperoleh melalui lembaga perbankan, koperasi, bahkan kreditor 
perorangan (rentenir).  
Kegiatan pinjam meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan 
istilah kredit dalam praktik kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan 
sesuatu yang asing lagi. Bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh 
masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. 
Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan 
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khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan 
penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha 
swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan 
meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar kegiatan 
ekonomi tersebut dilakukan oleh perbankan. 
Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana 
kepada masyarakat, industri perbankan memberikan kredit kepada 
nasabah (debitor). Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus 
dilandasi dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor 
dan masyarakat penyimpanan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan 
karena kredit yang diberikan bank mengandung risiko.1  
Dalam menjalankan usahanya, bank mempunyai dua tugas pokok 
yang utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui deposito dan 
tabungan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada 
masyarakat melalui kredit. Pemberian kredit merupakan aktivitas utama 
bank dalam memperoleh keuntungan di samping kegiatan seperti 
tabungan, deposito, dan jasa-jasa lainnya. Untuk itu, diperlukan adanya 
jaminan (agunan) yang menyangkut harta benda milik nasabah debitor 
atau dapat juga memiliki pihak ketiga yang merupakan jaminan tambahan 
untuk mengamankan penyelesaian kredit, seperti PT Asuransi Kredit 
Indonesia (Askrindo). 
                                                             
1
   Marulak Pardede dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia RI. Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia 
Dalam Pemberian Kredit di Indonesia. Jakarta. 2008. Hal. 1.   
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Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan 
kredit tanpa jaminan. Beberapa tahun terakhir ini pemerintah 
mengeluarkan program kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha 
Rakyat (selanjutnya disebut KUR) tanpa jaminan. KUR ini ditujukan dalam 
rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), 
penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. KUR ini 
melibatkan pemerintah, perbankan, dan lembaga penjamin. 
KUR tanpa jaminan dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dengan Wujud Aplikasi 
Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan 
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tertuang dalam 
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 dan sebagai Landasan 
Operasionalnya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi 
atau percepatan pelaksanaan KUR ini. Berbagai kemudahan bagi UMKM 
pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah 
penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM 
hingga Rp 500 juta. Instruksi Presiden tersebut didukung dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas 
Penjaminan KUR. Jaminan KUR sebesar 70 persen bisa dijamin oleh 
pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT 
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Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo), sedangkan 30 persen dijamin 
oleh Bank Pelaksana.2  
Program KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota 
Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang 
Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara 
Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, 
Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, 
Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana 
Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan 
(Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank 
Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian 
Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta 
Bank Indonesia.  
KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau 
investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 
dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan  layak (feasible), 
namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang 
ditetapkan Perbankan (belum bankable). KUR merupakan program 
pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp 500.000.000 
dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan 
besarnya cakupan penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk 
sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, 
                                                             
2
  http://www.tnp2k.go.id/id/program/program/dprogram-kredit-usaha-rakyat-kur/ 
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dan 70% dari plafon kredit  untuk sektor lainnya. Lembaga penjaminnya 
yang terlibat adalah dua lembaga penjamin nasional, yaitu PTJamkrindo 
dan PT Askrindo,3 serta 10 Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah 
(PPKD). Masih rendahnya keinginan daerah untuk mendirikan PPKD ini 
terbentur sejumlah persoalan. Salah satunya masalah pembentukan 
Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum dari berdirinya 
PPKD, khususnya Perda mengenai penyertaan modal dari Pemda. Hingga 
kini baru ada 10 daerah yang mendirikan PPKD dan memperoleh izin 
usaha dari OJK. Pemda yang telah mendirikan PPKD tersebut adalah PT 
Jamkrida Jawa Timur, PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing, PT 
Jamkrida Bali Mandara, PT Jamkrida Jawa Barat, PT Jamkrida 
Kalimantan Selatan, PT Jamkrida Sumatera Selatan, PT Jamkrida 
Kalimantan Tengah, PT Jamkrida Bangka Belitung, PT Jamkrida Riau dan 
PT Jamkrida Sumatera Barat. Pendirian PPKD di sejumlah daerah ini 
bertujuan untuk membantu penjaminan bisnis Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) di daerah-daerah tersebut.4 
Walaupun kredit macet pada KUR sudah dijamin oleh PT Askrindo 
dan PT Jamkrindo, kreditor tetap harus memperhitungkan dan 
meminimalisasi terjadinya kredit macet. Hal ini dikarenakan tidak adanya 
jaminan yang diberikan oleh debitor kepada perbankan, sehingga jika 
terjadi wanprestasi, maka bank harus mengurus klaim asuransi yang 
                                                             
3
  Ibid. 
4
    http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53f5c35d93311/baru-10-pemda-dirikan-
perusahaan-penjaminan-kredit 
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prosedurnya tidak semudah teorinya. Pada kenyataannya banyak KUR 
yang macet dan klaim asuransinya tidak lolos di PT Askrindo dan                  
PT Jamkrindo sebagai lembaga penjamin.  
Jika banyak KUR yang macet, maka akan menimbulkan kerugian 
yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasional 
perusahaan (dalam hal ini bank) tersebut. Sedangkan bank hanya 
berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah 
tersebut. Namun pada kenyataannya klaim yang diajukan oleh bank tidak 
semua kasus diterima oleh lembaga penjamin KUR. KUR yang macet pun 
kemungkinan berasal dari persepsi/pemahaman yang salah dari 
masyarakat terhadap KUR, dianggap dana dari pemerintah, serta dijamin 
oleh pemerintah bukan merupakan kredit dari Bank. Hal ini memengaruhi 
tingkat pengembalian (angsuran) dan kualitas KUR. Selain itu, adanya 
pemahaman/anggapan sebagian masyarakat bahwa KUR merupakan 
Kredit Tanpa Agunan atau bahkan bantuan/hibah. 
Jika terjadi wanprestasi atas KUR yang disalurkan oleh bank, 
dampaknya adalah kerugian yang besar, karena beberapa KUR 
disalurkan tanpa agunan. Sebenarnya pihak kreditor (bank) tidak perlu 
khawatir dengan kerugian-kerugian tersebut, karena KUR ini di-cover oleh 
lembaga penjamin (dalam proposal skripsi ini, lembaga penjamin KUR 
adalah PT Askrindo). Namun pada kenyataannya, banyak KUR yang klaim 
asuransinya ditolak oleh PT Askrindo. 
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Penolakan klaim asuransi banyak terjadi di setiap bank yang 
melaksanakan program KUR dengan berbagai alasan oleh PT Askrindo. 
Penolakan klaim asuransi kredit oleh PT Askrindo sangat merugikan bank 
pelaksana KUR. Kemungkinan alasan penolakan tersebut bisa terjadi 
karena kesalahan bank pelaksana KUR itu sendiri, atau dari pihak 
lembaga penjamin KUR, yang dalam hal ini adalah PT Askrindo. Namun 
setiap penolakan klaim asuransi KUR berdampak pada kerugian kreditor, 
sehingga perlu diketahui penyebab penolakan klaim asuransi dan 
perlindungan hukum terhadap pihak kreditor tersebut. 
 
B. Rumusan Masalah 
 
Dari latar belakang di atas, dirumuskan beberapa masalah sebagai 
berikut : 
1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak dibayarnya klaim 
asuransi kredit usaha rakyat (KUR) yang diajukan oleh pihak bank 
kepada PT. Askrindo ? 
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas terjadinya 
wanprestasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diasuransikan 
pada PT. Askrindo ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 
1.   Tujuan Penelitian 
        Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 
a.  Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak 
dibayarnya klaim asuransi kredit usaha rakyat (KUR) yang diajukan 
oleh pihak bank kepada PT. Askrindo. 
b.  Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditor atas 
terjadinya wanprestasi dari kredit usaha rakyat (KUR) yang 
diasuransikan pada PT. Askrindo. 
2.  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penulisan skripsi terdiri dari manfaat teoretis 
dan manfaat praktis. 
a. Manfaat Teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang 
hukum, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap kreditor atas 
terjadinya wanprestasi dari kredit usaha rakyat (KUR) yang diasuransikan 
pada PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo). 
b. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bagi 
berbagai pihak yang terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), seperti pihak 
bank bank pelaksana (dalam hal ini sebagai kreditor), debitor, dan 
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lembaga penjamin KUR, serta klaim asuransi kepada PT Asuransi Kredit 
Indonesia (PT Askrindo). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan pengetahuan tentang bentuk perlindungan hukum untuk bank 
pelaksana KUR.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit 
1. Pengertian perjanjian 
Pengertian perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata tentang “Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari 
Kontrak atau Perjanjian”, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351. 
Dalam Pasal 1313 dirumuskan pengertian perjanjian, yaitu:                                   
“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih”. 
Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian yang dirumuskan dalam 
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki 
beberapa kelemahan yaitu :5 
a.  Hanya menyangkut sepihak saja. 
Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” 
yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah 
pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”,sehingga 
ada konsensus antara kedua belah pihak; 
b.  Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. 
Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan 
penyelenggaraan kepentingan (zaakwarneming), tindakan melawan 
                                                             
5
  Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 
2000. Hal 224-225 
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hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung suatu konsensus, 
sehingga seharusnya dipakai istilah “persetujuan”; 
c. Pengertian perjanjian terlalu luas. 
Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur 
dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan 
antara debitor dan kreditor mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang 
diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya 
hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat 
kepribadian; 
d. Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas. 
Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak 
mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.  
Berdasarkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka beberapa ahli 
hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap,   
yaitu : 
1)  Subekti 
“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 
seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu hal”.6 
 
                                                             
6  H.R. Daeng Naja . Pengantar Hukum Bisnis Indonesia. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 
2009. Hal 84 
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2)  Handri Raharjo 
“Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta 
kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu 
dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling 
mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas 
prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk 
melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah 
disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.”7     
Adapun syarat sahnya perjanjian, menurut Abdulkadir Muhammad, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, yaitu :8 
a.  Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat 
perjanjian (konsensus). Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, 
seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang 
dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang 
lainnya. Sebelum adanya persetujuan, biasanya pihak-pihak 
mengadakan perundingan (negoitiation) dimana pihak yang satu 
memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian 
dan syarat-syaratnya, kemudian pihak yang lain menyatakan pula 
kehendaknya sehingga tercapai persetujuan. Kehendak itu dapat 
dinyatakan baik secara bebas maupun diam-diam, tetapi maksudnya 
menyetujui apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut. 
Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan 
dan tekanan dari pihak manapun juga dan berdasarkan kemauan sukarela 
para pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk pula tidak 
                                                             
7  Handri Raharjo. Hukum Perjanjian di Indonesia. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.  2009. 
Hal 42 
8
  Abdulkadir Muhammad. Op. Cit. Hal 228-232 
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adanya kekhilafan dan penipuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa dikatakan tidak 
adanya paksaan itu apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak 
berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun 
dengan upaya menakut-nakuti, misalnya akan membuka rahasia sehingga 
orang tersebut terpaksa menyetujui perjanjian. 
b. Kecakapan para pihak, termasuk kecakapan berbuat yang berarti 
kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri 
yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada umumnya, seseorang 
dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah 
dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin 
walaupun belum berumur 21 tahun. 
Berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
orang yang tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum 
dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita bersuami, 
sehingga apabila hendak melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh 
walinya dan bagi seorang istri harus ada izin suaminya. 
Akibat hukum ialah segala konsekuensi yang terjadi dari segala 
perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek 
hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian 
tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau 
dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya 
merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-
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subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum ketidakcakapan 
membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat 
dimintakan pembatalannya kepada hakim, dan apabila pembatalannya 
tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan maka perjanjian tetap 
berlaku. 
c.  Suatu hal atau objek tertentu merupakan pokok perjanjian, objek 
perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu 
atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. 
d. Adanya suatu sebab yang halal. Kata causa berasal dari bahasa Latin 
yang artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan dan 
mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata mengartikan causa yang halal bukanlah 
sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat 
perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang 
menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. 
2.  Pengertian kredit 
Istilah kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di 
masyarakat, sebab sering dijumpai ada anggota masyarakat yang jual beli 
barang dengan kreditan. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai, 
tetapi dengan cara mengangsur. Selain itu banyak anggota masyarakat 
yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kebutuhannya. 
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Mereka umumnya mengartikan kredit sama dengan utang, karena setelah 
jangka waktu tertentu mereka harus membayar lunas.9  
Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa latin “credere”, yang berarti 
kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditor (yang 
memberi kredit, lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan 
debitor (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa 
debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui 
bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang 
bersangkutan.10  
Sedangkan pengertian kredit dikenal dalam Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 11: 
”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga.” 
 
Perjanjian kredit sendiri tidak diatur secara rinci dalam undang-
Undang Perbankan. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa 
perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam 
sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.             
R. Subekti berpendapat bahwa “dalam bentuk apa pun juga pemberian 
kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi 
adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam 
                                                             
9
  Gatot Supramono. Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis.  
Djambatan. Jakarta. 1997. Hal.44. 
10
  Rachmadi Usman. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. PT Gramedia 
Pustaka Utama. Jakarta. 2001. Hal 236. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 
1759”.11 
Pendapat yang sama dikemukakan Marhainis Abdul Hay bahwa 
perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan 
dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.12 
Hal yang sama dikemukakan pula oleh Mariam Darus Badrulzaman 
bahwa dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan 
mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian 
kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga 
mengandung makna yang luas yaitu objeknya adalah benda yang 
menghabis jika verbruiklening termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan 
perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik 
yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama 
kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini 
merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian 
kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah. 
Akan tetapi ada pendapat lain yang berbeda dari pakar hukum 
lainnya. Sutan Remy Sjahdeini membedakan perjanjian kredit dengan 
perjanjian peminjaman uang, bahwa kredit yang diberikan oleh bank 
kepada nasabah debitor tidak dapat digunakan secara leluasa untuk 
keperluan atau tujuan yang tertentu oleh nasabah debitor, seperti yang 
                                                             
11
  Ibid. Hal 261. 
12
  Ibid. 
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dilakukan oleh peminjam uang (debitor) pada perjanjian peminjaman uang 
biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan 
yang diterapkan di dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang 
dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian 
kredit secara sepihak, maka berarti nasabah debitor bukan merupakan 
pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit 
itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian 
peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak 
mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau 
pinjam mengganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak 
berlaku ketentuan-ketentuan Bab XIII buku III Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata.13  
Rachmadi Usman menyimpulkan bahwa perjanjian kredit bank tidak 
identik dengan perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana dimaksud 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, perjanjian 
kredit bank adalah perjanjian tidak bernama (onbenoemde 
overeentskomst) sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang 
mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
maupun dalam Undang-Undang Perbankan. Dasar hukumnya dilandaskan 
kepada persetujuan atau kesepakana antara bank dan calon debitornya 
sesuai dengan asas kebebasan kontrak.14 
 
                                                             
13
  Ibid. Hal. 261. 
14
  Ibid. Hal. 263. 
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3.  Unsur-unsur kredit 
Pemberian kredit oleh perbankan  mengandung  beberapa unsur, 
yaitu15 : 
a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan pemberi kredit bahwa kredit 
yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-
benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka 
waktu kredit. 
b. Kesepakatan, yaitu antara kreditor dengan debitor menuangkan 
kesepakatan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak 
menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 
c. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian kredit  yang telah disepakati 
bersama. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang 
pendek, menengah, ataupun jangka panjang. 
d. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan 
menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macetnya pemberian 
kredit. 
e. Balas jasa, adalah keuntungan atas pemberian suatu kredit atau 
pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional 
atau bagi hasil untuk bank syariah. 
4.  Macam-macam Kredit 
Dalam Undang-Undang Perbankan sama sekali tidak disinggung 
tentang macam-macam kredit. Meskipun demikian dalam praktik 
                                                             
15
  Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. PT Kencana. Jakarta. 2005.      
Hal. 103. 
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perbankan kredit-kredit yang pernah diberikan kepada para nasabahnya 
dapat dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut : 16 
a.  Menurut jangka waktunya 
Dari segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit, yaitu : 
1) Kredit jangka pendek, adalah kredit yang berjangka waktu paling 
lama satu tahun. Dalam kredit ini juga termasuk untuk tanaman 
musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. 
2) Kredit jangka menengah, adalah kredit yang berjangka waktu 
antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit untuk 
tanaman musiman tersebut. 
3) Kredit jangka panjang, adalah kredit yang jangka waktunya lebih 
dari tiga tahun. 
b.  Menurut kegunaannya 
Dari segi kegunaannya, terdapat tiga macam kredit, yaitu : 
1) Kredit investasi, adalah kredit yang diberikan kepada nasabah 
untuk keperluan penanaman modal yang bersifat ekspansi, 
modernisasi maupun rehabilitasi perusahaannya. 
2) Kredit modal kerja, adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan 
kelancaran modal kerja nasabah. 
3) Kredit profesi, adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah 
semata-mata untuk kepentingan profesinya. 
 
                                                             
16
  Gatot Supramono. Op.Cit. Hal 45-47. 
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c.  Menurut pemakaiannya 
Dari segi pemakaiannya, terdapat dua macam kredit, yaitu : 
1) Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada nasabah 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
2) Kredit produktif adalah kredit pembiyaan bank yang ditujukan 
untuk keperluan usaha nasabah agar produktifitas akan 
bertambah meningkat. Bentuk kredit produktif dapat berupa kredit 
investaasi maupun kredit modal kerja, karena kedua kredit 
tersebut diberikan nasabah untuk meningkatkan produktifitas. 
d.  Menurut sektor yang dibiayai 
Di samping macam-macam kredit yang diterangkan di atas, masih 
ada beberapa macam kredit yang diberikan nasabah dipandang dari 
sektor yang dibiayai bank, antara lain kredit perdagangan, kredit 
pemborongan, kredit pertanian, kredit peternakan, kredit perhotelan, kredit 
percetakan, kredit pengangkutan, dan kredit perindustrian. 
e. Menurut jaminan 
Dari segi jaminan, terdapat dua macam kredit, yaitu : 17 
1) Kredit tanpa jaminan, atau kredit blangko (unsecured loan). 
2) Kredit dengan jaminan (secured loan), yaitu kredit yang diberikan 
pihak kreditor mendapat jaminan bahwa debitor dapat melunasi 
utangnya. Di dalam memberikan kredit, bank menanggung risiko 
sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan 
                                                             
17
  H. Budi Untung. Kredit Perbankan di Indonesia. Andi Offset. Yogyakarta. 2000. Hal. 8. 
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asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko 
tersebut diperlukan suatu jaminan. Adapun bentuk jaminannya 
dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perseorangan.  
5.  Prinsip-prinsip pemberian kredit 
Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip digunakan oleh bank 
mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau 
pembiayaan berdasarkan prinsipnya harus memperhatikan asas-asas 
perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip yang sehat dan 
berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit 
atau pembiayaan berdasarkan, bank harus melakukan penilaian yang 
saksama terhadap berbagai aspek.  
Adapun prinsip-prinsip perbankan yang dimaksud adalah : 
a. Prinsip Kepercayaan (fiduciary relation principle) 
Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan 
antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat 
yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu 
menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan 
mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur 
dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan. 
b. Prinsip Kehati-hatian (prudential principle) 
Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa 
bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan 
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terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat 
berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu 
dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi 
ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia 
perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat 
(2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
c. Prinsip Kerahasiaan (secrecy principle) 
Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan 
Pasal 47 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
Menurut Pasal 40 undang-undang tersebut, bank wajib merahasiakan 
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun 
dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa 
pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-
hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang 
sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia 
Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan 
perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan 
dalam rangka tukar menukar informasi antar bank. 
d. Prinsip Mengenal Nasabah (know how costumer principle) 
Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh 
bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah dan memantau 
kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang 
mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank 
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Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal 
Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal 
nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai 
kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari 
berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak 
kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi 
nama baik dan reputasi lembaga keuangan. 
Acuan analisis oleh bank sebelum memberikan kredit/pembiayaan 
juga perlu memerhatikan penerapan aspek yang biasa dikenal dengan 
aspek 5C, yaitu:18 
a.  Character yaitu sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan pemimpin atau pemilik  
perusahaan jujur, bohong, pemabuk. Cedera janji menggampangkan 
dan lain-lain. Hal ini sangat menentukan keberhasilan kredit yang akan 
direalisasi. Mengingat bagaimanapun baiknya usaha apabila 
kewajibannya kurang. Sedangkan di lain pihak apabila karakternya 
bagus walaupun usahanya sedikit mengalami kesulitan tetap akan 
mengusahakan jalan keluar pembayaran secara baik.  
b. Capacity adalah kemampuan untuk mengembalikan fasilitas kredit 
yang akan diberikan. Hal ini perlu diyakini dari tingkat kamampuan 
pemupukan laba, kemampuan manajemen, produksi, dan marketing 
sehingga menguntungkan, di samping mampu mengatasi kesulitan, 
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kreatif, dan inovatif, serta mampu dalam menghadapi persaingan di 
pasaran. 
c. Capital merupakan asas yang digunakan untuk mengetahui jumlah 
modal dan laba dalam posisi keuangannya, sehingga dapat diketahui 
berapa persen porsi modal plus laba dan total kekayaan perusahaan 
dan berapa persen dibandingkan dengan utang-utang yang ada serta 
besarnya kredit yang diajukan. 
d. Condition of Economic yaitu kondisi ekonomi secara umum serta 
dikaitkan dengan sektor usaha pemohon kredit. Kemampuan ekonomi 
disinilah harus dilihat secara luas mencakup aspek kemampuan 
masyarakat atau pasar yang dapat menyerap hasil usaha, persaingan, 
kejenuhan serta pengaruh musiman. Hal ini perlu dipertimbangkan 
dengan matang karena suksesnya suatu usaha tidak hanya karena 
kemampuan yang dimiliki oleh pengusaha tersebut, melainkan adanya 
peran serta dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar yang dimaksud 
adalah para pengguna barang atau jasa yang dihasilkan. 
e.  Collateral yaitu pemberian suatu kredit kepada masyarakat atau badan 
tidak cukup hanya dengan menggunakan aspek dari aspek pertama 
sampai aspek keempat. Untuk itu perlu didukung dengan asas yang  
kelima yaitu kecukupan jaminan atau agunan. Penilaian di sini lebih 
dititikberatkan pada cukup atau tidaknya jaminan yang tersedia untuk 
menutupi kemungkinan tidiak dibayarnya atau tidak dilunasinya kredit 
oleh debitor. 
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Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan 
analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut :19 
a. Personality 
Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya 
sehari-hari maupun kepribadiaannya di masa lalu. Penilaian personality 
juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam 
menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. 
b. Party 
Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-
golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya 
sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan 
mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. 
c. Purpose 
Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis 
kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat 
bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk 
modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain. 
d. Prospect 
Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah 
menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau 
sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang 
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dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan 
tetapi juga nasabah. 
e. Payment 
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit 
yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian 
kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitor maka akan semakin 
baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh 
usaha lainnya. 
f. Profitabillity 
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 
mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan 
tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan 
kredit yang akan diperolehnya. 
d. Protection 
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan 
mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan 
benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitor dapat 
berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 
6.  Kredit Macet 
a. Pengertian kredit macet 
Kredit macet merupakan golongan dari kredit bermasalah. Istilah 
kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia 
sebagai terjemahan problem loan yang merupakan istilah yang sudah 
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lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain dalam bahasa Inggris 
yang biasa dipakai juga bagi istilah kredit bermasalah adalah non-
performing loan.20 Dari macam-macam wanprestasi yang dikenal selama 
ini, yaitu : 
1) Debitor tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan. 
2) Debitor melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan. 
3) Debitor terlambat melaksanakan apa yang diperjanjikan. 
4) Debitor menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan. 
5) Debitor melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian. 
Sehubungan dengan kredit macet, maka ada tiga macam 
perbuatan saja yang tergolong wanprestasi, sebagai berikut:21  
1) Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta 
bunganya). 
2) Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya). 
Pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan apakah nasabah 
telah membayar sebagian besar atau sebagian kecil angsuran. 
Walaupun nasabah kuran membayar satu kali angsuran, tetap 
tergolong kreditnya sebagai kredit macet.  
3) Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka 
waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah 
membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah 
disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi 
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perubahan perjanjian yang disepakati bersama. Jadi yang 
dimaksudkan tidak pernah terjadi perubahan perjanjian kredit 
sedikitpun. Keadaan di atas dapat terjadi, setelah bank mengambil 
langkah untuk menyelesaikannya ke pengadilan, nasabah 
bersangkutan bersedia membayar lunas kreditnya, karena nasabah 
mersa khawatir apabila sampai dihukum secara perdata oleh 
pengadilan akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepadanya 
menjadi berkurang, sehingga nantinya nasabah akan menemui 
kesulitan untuk memperoleh kepercayaan kembali dalam menjalankan 
perusahaannya. 
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Bank Indonesia Nomor 
26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP 
tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan 
Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tanggal 28 mei 1993, kredit 
digolongkan macet apabila:22  
1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan; atau 
2) Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan 
sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha 
penyelamatan kredit; atau 
3) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan 
Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau diajukan penggantian 
ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. 
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b. Penyebab terjadinya kredit macet 
Yang memengaruhi terjadinya kredit macet selain berasal dari 
nasabah, dapat juga berasal dari pihak bank, karena bank tidak terlepas 
dari kelemahan yang dimilikinya. Faktor ini tidak berdiri sendiri tetapi 
selalu berkaitan dengan nasabah. Ada beberapa faktor yang 
memengaruhi terjadinya kredit macet yang berasal dari nasabah, yaitu: 23 
1) Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya. Setiap kredit 
yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya, 
sehingga nasabah harus menggunakan kredit sesuai dengan 
tujuannya. 
2) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya. Hal ini dapat terjadi 
nasabah yang kurang menguasai bidang usahanya diberi kredit 
karena nasabah mampu meyakinkan bank akan keberhasilan 
usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat 
berjalan dengan baik. 
3) Nasabah bertikad tidak baik. Ada sebagaian nasabah mungkin 
jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya 
mendapatkan kredit, tetapi setelah kredit diterima nyatanya digunakan 
untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Nasabah sejak awal tidak berniat mengembalikan kredit, walaupun 
dengan risiko apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo kreditnya, 
nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab. 
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 Sedangkan kesalahan yang berasal dari bank, yaitu dalam 
memberikan kredit kepada nasabah, pejabat bank diwajibkan 
melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Sebagaimana 
diketahui, dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan 
atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya 
sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut diperoleh dari 
penilaian bank terhadap, watak, kemampuan, modal, agunan, dan 
prospek usaha debitor. Selain itu pemberian kredit kepada kelompoknya, 
pemilik maupun pengurus bank itu sendiri dibatasi oleh undang-undang. 
Apabila kewajiban dan larangan tersebut tidak dipatuhi, maka 
mengandung risiko yang sangat tinggi bagi bank. Ada beberapa hal yang 
dapat memengaruhi pejabat bank bertindak menyimpang dari prinsip-
prinsip perbankan di atas, sebagai berikut :24 
1) Kualitas pejabat bank. Setiap pejabat bank manapun dituntut untuk 
dapat bekerja secara profesional. Namun tidak semua pejabat bank 
mempunyai kualitas yang baik. Pejabat yang bekerja tidak profesional 
tentu sulit diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang memadai. 
Terutama bagian kredit, pejabat yang demikian dapat memengaruhi 
penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya. 
2) Persaingan antar bank. Setiap bank selalu berusaha untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, guna 
mendapatkan nasabah yang banyak dan nasbah yang sudah ada 
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tidak pindah kepada bank yang lain. Dalam situasi dan kondisi yang 
demikian, maka akan memengaruhi bank untuk bertidak spekulatif, 
dengan memberi fasilitas yang mudah kepada nasabahnya, dengan 
mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. 
3) Hubungan ke dalam. Hubungan ini terutama terdapat pada bank 
swasta. Yang dimaksud adalah hubungan bank dengan perusahaan-
perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya. Selain itu hubungan 
bank dan pengurus maupun pemegang saham. 
4) Pengawasan. Setiap tindakan baik dalam menyalurkan fasilitas kredit 
selalu dibarengi dengan tindakan pengawasan. Tindakan tersebut 
selain dilakukan dari dalam bank itu sendiri (oleh bagian pengawasan 
kredit), bank juga diawasi oleh Bank Indonesia. Terlepas dari mana 
pengawasan itu dilakukan, apabila bidang pengawasan lemah, maka 
akan mengakibatkan prinsip-prinsip perbankan tidak dapat dijalankan 
dengan baik di dunia perbankan. 
 
B. Tinjauan Umum tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 
tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Kredit Usaha Rakyat 
(selanjutnya disingkat KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada 
UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah Koperasi) dalam bentuk 
pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan 
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untuk usaha produktif. Djoko Retnadi, seorang pengamat dan praktisi 
perbankan memaknai KUR sebagai Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau 
Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta yang 
diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) 
yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari 
Perusahaan Penjamin.25  
Terdapat pula Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan, yaitu 
skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan 
Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang 
cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan.26 Usaha layak yang 
dimaksudkan disini adalah usaha yang telah berdiri selama minimal dua 
tahun dan telah dianggap mapan sesuai prinsip KUR tanpa jaminan ini. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah, memberikan pengertian tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah, yaitu : 
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau 
badan usaha milik perorangan yang memiliki kriteria UsahaMikro 
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
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dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak 
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang telah 
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang ini. 
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha 
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak 
langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah 
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang ini. 
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peluncuran 
KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman 
Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ 
Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri 
Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri 
Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, 
Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. 
Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank Rakyat Indonesia, Bank 
Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). 
KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia. 
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2. Landasan operasional dan tujuan kebijakan Kredit Usaha           
Rakyat (KUR) 
Landasan operasional KUR adalah Instruksi Presiden Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk 
menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR dan Nota 
Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan 
Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 
2007. Tujuan Kebijakan KUR yaitu :27 
a. Membantu dan mendukung pelaksanaan kredit/pembiayaan 
penjaminan kredit/pembiayaannya. 
b. Mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif 
yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk 
dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan. 
c. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan 
menerima penjaminan kredit/pembiayaan. 
d. Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/ 
pembiayaan. 
e. Memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak 
lainnya seperti perusahaan inti/off taker yang memberikan kontribusi 
dan dukungan kelancaran usaha. 
f. Melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian 
kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. 
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g. Memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang 
diberikan perbankan sesuai ketentuan asuransi. 
3. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
Sejak diluncurkan oleh Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono 
pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan, 
yaitu :28 
a. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan Rp 500.000.000. 
b. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan Rp 5.000.000. 
c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Linkage Program. 
4. Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
Tujuan diluncurkan Program KUR adalah :29 
a. Untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan 
UMKM. 
b. Untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. 
c. Untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. 
Dengan kehadiran Kredit Usaha Rakyat, pemerintah berupaya 
memberikan berbagai kemudahan bagi UMKMK yang telah feasible 
(mempunyai usaha yang dapat dijalankan) namun belum bankable (belum 
mengenal bank sama sekali). Beberapa di antaranya adalah penyelesaian 
kredit bermasalah UMKMK dan pemberian kredit UMKMK sampai dengan 
Rp 500.000.000 dengan penyaluran pola penjaminan yang difokuskan 
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pada lima sektor usaha, seperti pertanian, perikanan dan kelautan, 
koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan.  
5.  Persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
Untuk mendapatkan KUR, ada beberapa persyaratan yang harus 
dipenuhi berdasarkan jenis KUR yang diambil. Persyaratan tersebut terdiri 
atas : 30 
a. Persyaratan KUR sampai dengan Rp 500.000.000 yaitu : 
1) Calon debitor individu (Perorangan/badan hukum), kelompok, 
koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak. 
2) Lama usaha minimal 6 bulan. 
3) Besar kredit maksimal Rp 500.000.000. 
4) Bentuk kredit yaitu  KMK Menurun maksimal 3 tahun, KI maksimal 
5 tahun. 
5) Suku bunga efektif maksimal 16%. 
6) Perizinan, yaitu Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 
terdiri dari SIUP, TDP, dan SITU atau Surat Keterangan dari 
Lurah/Kepala Desa, sedangkan kredit di atas Rp 100.000.000, 
minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku. 
7) Legalitas, yaitu individu terdiri dari KTP dan KK, Kelompok terdiri 
dari Surat Pengukuhan dari instansi terkait atau surat keterangan 
dari Kepala Desa/Kelurahan, dan Koperasi/ Badan Usaha lain 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
                                                             
30
  http://bni.co.id/id-
id/bankingservice/businessbanking/lending/kreditusaharakyat%28kur%29.aspx 
37 
 
8) Agunan, yaitu agunan pokok, baik untuk KUR Modal Kerja 
maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang 
dibiayai. Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi 
seluruh kewajiban kepada bank (layak),  dan agunan tambahan 
yaitu tidak wajib. 
b. Persyaratan KUR (Mikro) sampai dengan Rp 5.000.000 yaitu : 
1) Calon debitor individu yang melakukan usaha produktif yang 
layak. 
2) Lama usaha minimal 6 bulan. 
3) Besar kredit maksimal Rp 5.000.000. 
4) Bentuk kredit KMK atau KI menurun maksimal 3 tahun. 
5) Suku bunga efektif maksimal 1,125% flate rate per bulan. 
6) Biaya provisi dan administrasi tidak dipungut. 
7) Legalitas terdiri dari KTP dan Kartu Keluarga. 
8) Agunan Pokok, baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR 
Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai Proyek 
yang dibiayai cashflow-nya mampu memenuhi seluruh kewajiban 
kepada bank (layak), dan Agunan Tambahan tidak wajib dipenuhi. 
c.  Persyaratan KUR Linkage Program yaitu : 
1) Calon debitor BKD, KSP/USP, BMT, dan LKM lainnya, serta tidak 
mempunyai tunggakan. 
2) Lama usaha minimal 6 bulan. 
3) Besar kredit maksimal Rp 500.000.000. 
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4) Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maksimal                   
Rp 5.000.000. 
5) Jenis kredit KMK menurun maksimal 3 tahun. 
6) Suku Bunga Efektif maksimal 16%. 
7) Biaya provisi dan admin tidak dipungut. 
8) Legalitas terdiri dari AD/ART, izin usaha dari yang berwenang. 
9) Pengurus aktif. 
10) Agunan Pokok, baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR 
Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai. Proyek 
yang dibiayai cashflow-nya mampu memenuhi seluruh kewajiban 
kepada bank (layak), dan Agunan Tambahan tidak wajib dipenuhi. 
6.  Instansi pembina Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
Program KUR ini tentunya tidak lepas dari instansi-instansi yang turut 
mendukung dalam hal pelaksanaanya, yaitu :31 
a. Kementerian Negara Koperasi dan UKM. 
b. Kementerian Pertanian. 
c. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
d. Kementerian  Perindustrian dan Perdagangan. 
e. Kementerian Kehutanan. 
f. Instansi terkait lainnya. 
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7.  Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
Dalam rangka mengkoordinasikan program KUR, pemerintah 
membentuk Komite Kebijakan. Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian bersama dengan instansi pembina mengkoordinasikan 
kebijakan penjaminan kredit usaha rakyat tanpa jaminan ini. Hal-hal yang 
dikoordinasikan berupa :32 
a. Penyiapan UMKM dan Koperasi sesuai dengan kewenangan instansi 
pembina. 
b. Kebijakan dan prioritas bidang usaha. 
c. Pembinaan dan pendampingan UMKM dan Koperasi. 
d. Koordinasi penyaluran KUR dengan Perbankan dan Perusahaan 
Penjamin. 
e. Sosialisasi program dan koordinasi dengan daerah. 
f. Kebijakan penjaminan kredit. 
8.  Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
Secara umum skema KUR yang telah disepakati bank pelaksana 
dengan perusahaan penjamin dan pemerintah adalah :33 
a. Nilai kredit maksimal Rp 500.000.000 juta per debitor.  
b. Bunga maksimal 16% per tahun (efektif) dan hingga 24% untuk 
penyaluran melalui lembaga keuangan mikro dengan skema linkage 
program.  
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c. Pembagian risiko penjamin yaitu perusahaan penjamin 70 % dan 
bank pelaksana 30%. 
d. Penilaian kelayakan terhadap usaha debitor sepenuhnya menjadi 
kewenangan Bank Pelaksana.  
e. UMKM dan Koperasi tidak dikenakan Imbal Jasa Penjamin (IJP). 
Pengertian penjaminan dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu 
pemberian jaminan pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar 
kesempatan memperoleh pinjamannya dalam rangka memperkuat 
permodalannya. Berdasarkan kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) 
KUR Mikro Kerja sama antara Komnas Pemberdayaan Keuangan Mikro 
Indonesia dengan UKM Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 
dalam rangka KUR diperlukan setidaknya tiga pola yang jelas, terarah dan 
terukur serta aplikatif yang meliputi :34 
a. Pola hubungan bank dan LKM, yaitu perlunya perubahan plafon KUR 
dari Bank ke LKM antara Rp 500.000.000 hingga Rp 10.000.000.000. 
b. Suku bunga lembaga keuangan yang bersistem konvensional, 
maksimal 12% (dari bank ke LKM) 2) dan maksimal 24% (dari LKM ke 
penerima KUR). 
c. Untuk Lembaga Keuangan Syariah, margin bagi hasilnya 
menyesuaikan di atas. 
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d. Jangka waktu kredit dibatasi maksimal 3 tahun. 
e. Jangka waktu penyaluran dari LKM ke penerima KUR maksimal tiga 
bulan. 
f. Masalah grace period belum dibicarakan, yang dibicarakan pada 
workshop. 
g. Perlu payung hukum LKM, terutama yang belum masuk kategori bank 
atau koperasi. 
Adapun pola pengelolaan risiko KUR Mikro, yaitu :35 
a. Perlu adanya risk sharing antara pihak-pihak yang memperoleh 
manfaat dari KUR. 
b. Perlunya kesatuan di antara LKM sehingga tercipta komunikasi di 
tingkat nasional sebagai informasi dan panduan bagi bank menjalin 
kerjasama dengan LKM di masing-masing daerah. 
c. Perlu komunikasi integral antar LKM di berbagai level kepada Bank 
Pelaksana dengan standar pelaksanaan di lapangan. 
d. Perlu adanya informasi yang mencukupi mengenai debitor Usaha 
Mikro dan profilnya yang dibuat oleh LKM dan disampaikan secara 
sistematis kepada Bank Pelaksana. 
e. Perlu adanya pembagian risiko antara Bank Pelaksana dengan LKM 
dalam hal menanggung sisa penjaminan sebesar 30%. 
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f. Perlu adanya kriteria yang disepakati bersama antara Lembaga 
Penjamin, Bank Pelaksana dan LKM mengenai jenis usaha yang 
dikategorikan Usaha Mikro (UM). 
g. Perlu adanya kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan LKM 
mengenai batasan-batasan jangkauan UM yang layak dijamin oleh 
LKM dalam Pola Channeling-nya. 
 
C. Tinjauan Umum tentang Asuransi Kredit di Indonesia 
1.  Pengertian asuransi 
Dalam bahasa Inggris kata  asuransi berarti “insurance” yang 
berarti menanggung sesuatu yang mungkin terjadi dan “assurance” yang 
berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sesuai dengan arti-arti 
kata tersebut, usaha asuransi merupakan usaha pertanggungan/ 
pengalihan risiko.36 Dengan adanya usaha ini orang dapat mengalihkan 
pertanggungan yang sedapat mungkin memperkecil risiko atas peristiwa 
yang mungkin akan dialami kepada perusahaan asuransi, dengan cara 
memberikan jaminan dan ganti rugi atas peristiwa tersebut. Selain itu 
perusahaan asuransi merupakan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat yang dapat mendukung investasi dalam menunjang 
pembangunan dan ekonomi Negara. 
Asuransi dalam bahasa Belanda disebut “verzekering”, berarti 
pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi, yaitu satu 
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pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lainnya 
akan mendapat penggantian suatu keruagian, yang mungkin akan ia 
derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan 
terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.37 
Sementara, definisi otentik tentang asuransi yang saat ini berlaku adalah 
yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 
1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1, yaitu:38 
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak 
atau lebih, dengan mana pihak penganggung mengikatkan diri 
kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, 
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau 
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan 
diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristwa yang tidak 
pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas 
meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.  
Definisi diatas akan lebih mudah dipahami bila dibandingkan 
dengan pengertian tentang asuransi yang tercantum pada Pasal 246 
KUHD, yaitu : 
Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana 
penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan 
memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena 
suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang 
diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu 
peristiwa yang tidak pasti. 
 
Menurut Abbas Salim, asuransi adalah suatu kemauan untuk 
menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai 
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pengganti atau substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi.39 
Pengertian tentang asuransi menurut Ade Arthesa dan Edia Handiman 
adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang 
mempunyai aktivitas memberikan perlindungan atau proteksi atas 
kerugian keuangan yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga.40 
Sedangkan pengertian asuransi menurut O.P Simorangkir yaitu 
suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang 
pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum 
pasti.41 Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada empat 
unsur yang  terlibat dalam asuransi yaitu : 
a. Penanggung atau insurer adalah yang memberikan proteksi. 
b. Tertanggung atau insured adalah si penerima proteksi. 
c. Peristiwa atau accident yang tidak diduga atau tidak diketahui 
sebelumnya atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian oleh 
peristiwa itu. 
d. Kepentingan atau interest yang diasuransikan yang mungkin akan 
mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa tersebut. 
Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa yang 
sekarang agar bisa menghadapi kerugian besar yang mungkin terjadi 
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pada waktu yang akan datang guna membayar kerugian yang mungkin 
terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dari sudut pandang 
matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam  
memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum 
probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang 
dapat diramalkan.  
2. Fungsi Asuransi 
Asuransi sangat memberikan manfaat/fungsi bagi kehidupan sosial 
ekonomi masyarakat dan negara. Menurut Ade Arthesa dan Edia 
Handiman, manfaat asuransi bagi kehidupan sosial dan dalam 
memproduktifkan kegiatanekonomi adalah sebagai berikut :42 
a. Memberikan rasa aman dan perlindungan. 
b. Fungsi tabungan dan sumber pendapatan lain. 
c. Alat penyebaran risiko. 
d. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. 
e. Fungsi asuransi bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan 
negara dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1) Pihak tertanggung akan mendapatkan rasa aman dari 
perlindungan yang diberikan oleh pihak asuransi, yakni risiko 
keuangan akibat kehilangan, kebakaran, kerusakan, kematian, 
dan risiko lainnya dapat diatasi dengan penggantian sejumlah 
dana tertentu sesuai dengan nilai pertanggungan. 
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2) Beberapa jenis asuransi juga berfungsi sebagai tabungan atau 
sumber pendapatan, yakni selain memberikan perlindungan, 
penanggungan juga memberikan manfaat berupa bunga dari hasil 
akumulatif total premi yang dibayarkan. 
3) Risiko yang seharusnya diterima sepenuhnya oleh tertanggung 
dapat disebarkan kepada penanggung, sehingga tertanggung  
mendapatkan rasa aman dalam menjalankan aktivitasnya. 
Konsekuensi dari penyebaran risiko ini adalah kewajiban premi 
yang harus dibayar oleh pihak tertanggung. 
4) Nilai pertanggungan dan besarnya premi ditentukan berdasarkan 
aspek keadilan bagi kedua pihak. Dalam hal ini, tidak ada pihak 
yang merasa diuntungkan atau dirugikan atas kesepakatan yang 
terjadi. Perhitungan besarnya premi dan nilai pertanggungan 
hanya dapat dilakukan oleh ahli aktuaria yang mempunyai 
kredibilitas baik dan dilakukan dengan perhitungan yang tepat. 
3.  Jenis-jenis usaha asuransi 
Bidang usaha asuransi biasanya dibagi dua bagian, yaitu asuransi 
atas orang dan asuransi atas harta. Menurut Herman Darmawi, pengertian  
kedua jenis asuransi tersebut adalah sebagi berikut :43 
a. Asuransi atas orang (personal insurance), yaitu asuransi yang 
objeknya orang atau penutupan asuransi atas individu-individu, 
dengan kata lain adalah asuransi yang berkaitan dengan individu. 
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Adapun risiko yang ditanggung dalam asuransi atas orang adalah 
kematian, kecelakaan dan sakit, pengangguran, serta karena umur 
tua. 
b. Asuransi atas harta (property insurance), yaitu asuransi yang 
ditujukan terhadap peril-peril yang mungkin menghancurkan properti 
atau harta kekayaan. Asuransi ini di Indonesia digolongkan sebagai 
asuransi kerugian. 
Selain dua usaha di atas juga terdapat usaha penunjang asuransi 
yang terdiri dari lima jenis usaha yaitu :44 
a. Pialang Asuransi 
Pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa kepada 
perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti 
rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. 
b. Pialang Reasuransi 
Pialang reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa kepada 
perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian 
ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan 
asuransi. 
c. Penilai Kerugian Asuransi 
Penilai kerugian asuransi adalah usaha yang memberikan jasa 
penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. 
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d. Konsultan Aktuaria 
Konsultan aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa konsultasi 
aktuaria. 
e. Agen Asuransi 
Agen asuransi adalah pihak yang memberikan jasa kepada 
perantara dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama 
penanggung. 
Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang 
(KUHD), pihak yang ditanggung ini diwajibkan membayar sejumlah uang 
(disebut premi) kepada pihak yang menanggung yang dituangkan dalam 
akta perjanjian yang disebut Polis. Uang tersebut akan tetap menjadi milik 
pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang 
dimaksud itu tidak terjadi. Asuransi diatur dalam Pasal 246 sampai dengan 
308 KUHD. Asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana 
pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima 
sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan 
diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum 
jelas akan terjadi. 
4. Prinsip-prinsip hukum asuransi 
Dalam hukum asuransi terdapat beberapa prinsip yang dijadikan 
acuan dalam pemberian asuransi yaitu : 45 
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a.  Prinsip Insurable Interest 
Dalam hukum asuransi ditentukan bahwa apabila seseorang 
menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai 
kepentingan terhadap obyek yang diasuransikannya. 
b. Prinsip Utmost Good Faith (itikad baik/kejujuran) 
Yaitu prinsip adanya itikad baik atas dasar saling mempercayai 
antara pihak Penanggung dengan pihak Tertanggung dalam 
melaksanakan kontrak penutupan pertanggungan (asuransi). 
c.  Prinsip Indemnity (ganti kerugian)  
Dalam uraian pembahasan di atas telah diutarakan bahwa fungsi 
asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan 
diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang 
tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh 
Tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. 
d. Prinsip Subrogasi 
Di dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, kemungkinan peristiwa 
kerugian terjadi disebabkan perbuatan pihak ketiga. Dalam keadaan yang 
biasa, kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga tersebut 
mengakibatkan harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Dengan 
perkataan lain, pemilik barang dapat melakukan tuntutan kepada pihak 
ketiga tersebut untuk memberikan ganti kerugian atas perbuatannya. 
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5. Tata cara pengajuan asuransi kredit di Indonesia 
Dalam melakukan pengajuan kredit, tentu tidak dapat langsung 
mengajukan saja. Namun, ada beberapa tata cara untuk melakukan hal 
tersebut antara lain :46 
a. Melakukan kesepakatan kontrak asuransi 
Pihak peminjam harus melakukan kesepakatan mengenai kontrak 
asuransi kredit terlebih dahulu. Peminjam harus memperhatikan benar-
benar isi dari kontrak tersebut. 
b. Menunggu persetujuan asuransi 
Setelah melakukan kesepakatan kontrak, harus menunggu terlebih 
dahulu apakah kontrak tersebut disetujui atau tidak oleh pihak yang 
memberikan kredit. 
c. Melakukan pembayaran asuransi 
Setelah mendapat persetujuan asuransi kredit, maka peminjam 
harus membayar cicilan pertama di bulan depan atau di saat jatuh tempo 
sesuai dengan kesepakatan kontrak yang telah dibuat. 
d.  Melakukan pembayaran asuransi kembali 
Peminjam secara berkala membayar pinjaman asuransi kredit 
tersebut hingga semuanya terbayar lunas. Itulah beberapa tata cara yang 
benar dalam pengajuan asuransi kredit di Indonesia.  
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6. Persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan asuransi kredit di 
Indonesia47 
Untuk melakukan asuransi kredit tentu tidak sembarang, melainkan 
ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh peminjam kredit 
tersebut. Persyaratan tersebut antara lain : 
a.  Lembaga keuangan harus yang sudah ditunjuk perusahaan asuransi 
kredit. Untuk melakukan asuransi kredit, lembaga keuangan yang 
meminjamkan uang haruslah yang sudah ditunjuk oleh perusahaan 
asuransi tersebut. 
b. Tergantung pada jenis usaha dari calon peminjam asuransi kredit. 
Tidak semua jenis usaha diberikan izin untuk melakukan asuransi 
kredit. Biasanya usaha yang diberikan yaitu usaha yang bergerak 
dibidang dagang, jasa, usaha grosir, eceran, dan sebagainya. 
c. Skala usaha dari calon peminjam. Maksudnya skala disini yaitu skala 
modal yang dimiliki oleh perusahaan calon peminjam asuransi kredit 
tersebut. Biasanya hal tersebut telah ditetapkan oleh pihak asuransi 
kreditnya. 
d. Tujuan pemakaian asuransi kredit tersebut. Asuransi kredit yang 
diberikan disini biasanya untuk modal kerja atau investasi usaha 
tersebut. Jika tujuan pemakaian asuransi kredit diluar hal tersebut, 
maka pihak asuransi tidak bisa menyetujuinya. 
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e. Jumlah maksimumnya terbatas. Jumlah maksimum dari asuransi 
kredit tersebut tentu terbatas. Itulah beberapa syarat yang harus 
dipenuhi oleh perusahaan yang akan menjadi calon peminjam 
asuransi kredit. 
7.  Jenis-jenis asuransi kredit yang ada di Indonesia 
Asuransi kredit yang ada di Indonesia ini dibagi menjadi dua 
macam, yaitu :48 
a.  Asuransi kredit bank 
Asuransi kredit ini diberikan kepada perbankan dan juga kepada 
non perbankan untuk memberikan jaminan ganti rugi dan apabila 
perbankan mengalami kemacetan dalam mengeluarkan dananya untuk 
calon peminjam. Asuransi kredit bank ini memiliki manfaat antara lain 
sebagai berikut : 
1) Mengurangi risiko yang dimiliki bank karena memberikan sejumlah 
pinjaman. 
2) Memperbesar akses usaha-usaha kecil untuk mendapatkan 
pembiayaan atau tambahan modal. 
b.  Asuransi kredit perdagangan 
Asuransi kredit ini diberikan untuk jaminan pembayaran secara 
kredit yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan. 
Asuransi kredit perdagangan ini bermanfaat untuk : 
1) Mengurangi cadangan kerugian piutang perusahaan. 
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2) Meningkatkan volume penjualan. 
3) Memberi akses kepada pedagang untuk memperoleh barang 
dagangannya. 
8.  Dasar hukum asuransi  
Dalam KUHD ada dua cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan 
yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat 
umum terdapat dalam Buku I bab 9 Pasal 246 – Pasal 286 KUHD yang 
berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD 
maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan 
lain. Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan 
yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. 
Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan 
penanggung secara timbal balik.  
Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat tertulis dalam bentuk 
akta yang disebut polis asuransi. Pengaturan asuransi dalam KUHD 
meliputi substansi berikut ini: 49 
a. Asas-asas asuransi. 
b. Perjanjian asuransi. 
c. Unsur-unsur asuransi. 
d. Syarat-syarat (klausula) asuransi. 
e. Jenis-jenis asuransi. 
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Sedangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuransian Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1992 tanggal 11 
Februari 1992 mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan 
publik administratif, yang jika dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi 
pidana dan administratif. Pengaturan dari segi bisnis artinya menjalankan 
usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum perasuransian 
dan perusahaan yang berlaku. Dari segi publik administratif artinya 
kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan. Jika hal ini 
dilanggar, maka pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana dan 
sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Perasuransian. 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 diatur dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan 
Usaha Perasuransian Lembaran Negara Nomor 120 Tahun 1992.50 
 
D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Kreditor 
1.  Pengertian perlindungan hukum 
Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana 
untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga 
dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang 
lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah 
perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. 
Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang 
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bersifat umum dan normatif umum karena berlaku bagi setiap orang, dan 
normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, 
serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada 
kaidah.51 
Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan 
perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya 
terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus 
diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah 
perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan 
kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, 
sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.  
Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang 
berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 
konstitusi Negara. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia serta 
menjamin kesamaan hak dan kedudukan di dalam hukum dan 
pemerintahan, serta berhak mendapat perlindungan hukum. Pernyataan 
tentang adanya jaminan atas hak perlindungan hukum bagi setiap warga 
Negara tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 (1), yaitu : 
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak 
ada kecualinya.” 
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   Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty. Yogyakarta. 
2003. Hal. 39. 
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Dan Pasal 28 D ayat (1) yang menetapkan bahwa : 
 
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum.” 
 
Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan 
hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam 
bidang hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang 
dimaksud perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. 
Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau 
perlindungan dengan menggunakan pranata atau sarana hukum. 
Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum itu bertujuan agar 
tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan 
kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan 
bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam 
masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan 
masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti 
dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu 
mengabdi kepada memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam 
buku Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa tujuan hukum itu 
mengabdi kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan 
kebahagiaan bagi rakyatnya.52 
Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan 
objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. 
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Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus 
dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam 
melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan 
hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian 
bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan 
kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. 
2.  Prinsip-prinsip perlindungan hukum 
Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas 
pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. 
Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat 
berdasarkan Pancasila adalah :53 
a. Prinsip-prinsip perlindungan rakyat 
Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan 
yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat 
manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah 
disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan 
sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan 
harkat  dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk 
hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk 
mencapai kesejahteraan bersama.  
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b. Prinsip Negara Hukum 
Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat 
terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila 
sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan 
antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap 
merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada 
akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan 
keseimbangan dalam kehidupan. 
Perlindungan hukum merupakan segala daya upaya yang dilakukan 
secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah, maupun swasta 
yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan 
pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. 
Pemberian perlindungan hukum harus disertai dengan hukum yang 
berlaku. Perlindungan hukum terhadap kreditor ini dapat dilihat dari 
peraturan negara terkait keadilan. Ada yang mengaitkan keadilan dengan 
peraturan politik negara sehingga ukuran tentang apa yang menjadi hak 
atau bukan senantiasa didasarkan pada ukuran yang telah ditentukan oleh 
negara.54 Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu 
patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu : 
a. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bahwa hukum 
bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 
kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas 
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  Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum. Ghalia Indonesia. Bogor. 2008. Hal. 61.  
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kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya 
dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di 
lain pihak. Kepentingan hukum yaitu mengurusi hak dan 
kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi 
untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 
dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni 
perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala 
peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada 
dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk 
mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat 
dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap 
mewakili kepentingan masyarakat.55 
b. Menurut Setiono, perlindungan hukum yaitu tindakan atau upaya 
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang 
oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 
mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 
manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.56 
Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk 
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang 
bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus 
mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat 
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ditekan sekecil-kecilnya. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan 
tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan 
dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Menurut pendapat Lili 
Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi 
perlindungan, bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia 
justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi 
yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk 
memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai 
martabatnya.57 
Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dicita-citakan 
oleh manusia yaitu berupa ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar 
dari hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum. 
Fungsi primer hukum yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan 
yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, 
masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk 
memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan 
kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan 
kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung 
hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita. 
Pelaksanaan hukum yang tegas dan konsekuen serta penuh 
dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan rasa aman dan tenteram 
di dalam masyarakat (dalam hal ini pihak-pihak KUR). Orang tahu kepada 
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siapa harus mencari perlindungan hukum dan dapat mengharapkan 
perlindungan hukum itu tanpa adanya kemungkinan dipersukar, tidak 
dilayani, atau dipungut biaya yang tidak semestinya.58 Philipus M. Hadjon 
membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :59 
a.    Perlindungan hukum yang preventif 
Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat 
untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu 
keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif, sehingga 
perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa 
dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada 
kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang 
preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil 
keputusan yang berkaitan dengan asas freies ermessen, dan rakyat dapat 
mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana 
keputusan tersebut.  
b.   Perlindungan hukum yang represif 
Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila 
terjadi sengketa. Dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial 
menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 
3 (tiga) badan, yaitu : 
1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum 
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Dewasa ini dalam praktik telah ditempuh jalan untuk menyerahkan 
suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan 
melawan hukum oleh penguasa. 
2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding 
administrasi 
Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi 
pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah 
permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang 
merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah 
yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan 
pemerintah tersebut. 
3) Badan-badan khusus 
Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk 
menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain 
adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan 
Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi 
Negara. 
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor ketika 
debitor wanprestasi tertuang dalam perjanjian kredit, dimana berdasarkan 
Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dijelaskan 
bahwa Perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang dapat 
dibuat dengan akta di bawah tangan maupun akta autentik tergantung 
pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian tersebut. Dalam 
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suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak kreditor dan debitor, 
tidak menutup risiko adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitor, 
sehingga diperlukan jaminan kebendaan guna menjamin pelunasan 
piutang debitor.  
Di samping teori perlindungan hukum, teori keadilan terhadap 
kreditor perlu diperhatikan. Masyarakat merupakan bentuk kerja sama 
saling menguntungkan di antara individu. Namun yang terjadi dalam 
masyarakat tidak hanya bersifat bekerja sama melainkan juga kompetitif, 
bahkan tidak jarang saling menjatuhkan di antara yang lain. Kenyataan ini 
memberikan ruang pada konsep keadilan, bagaimana mengatur 
kehidupan individu-individu yang berbeda dan sama-sama mempunyai 
kepentingan sendiri, sehingga bisa berjalan bersama saling 
menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain. Menurut Rawls tidak adil 
mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi 
keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara 
keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai 
fairness, yang menurut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang 
melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya 
pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip 
kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan kata lain, 
keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat 
harus dibuat atas dasar hak (right based weight) daripada atas dasar 
64 
 
manfaat (good based weight). Hanya dengan itu keadilan sebagai fairness 
dapat dinikmati semua orang.60  
Rawls merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut: 
1) Prinsip I, the greatest equal principle, bahwa setiap orang harus 
memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, 
seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.  Ini merupakan hal 
yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. 
Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang 
sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (Prinsip 
Kesamaan Hak). 
2) Prinsip II, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian 
rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip berikut: 
a) The different principle; dan 
b) The principle of fair equality of opportunity. 
Prinsip ini diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-
orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa 
dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan 
jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip Perbedaan 
Objektif).61 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan 
dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, 
maka dipilih lokasi penelitian yaitu Kota Makassar dengan pihak kreditor 
yang terdiri  dari : 
1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Makassar 
2. Bank Mandiri cabang Makassar 
Selain pihak kreditor di atas, penulis juga melakukan penelitian 
pada pihak debitor yaitu pengusaha UMK (Usaha Mikro dan Kecil), serta 
lembaga penjamin pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu PT Asuransi 
Kredit Indonesia (Askrindo) Cabang Makassar. Dengan melakukan 
penelitian di lokasi tersebut, akan sangat memudahkan untuk mengakses 
data demi keakuratan penyusunan skripsi ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang akan dikumpulkan adalah : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan 
dengan cara melakukan wawancara kepada kreditor yang terdiri 
dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri, pihak debitor 
yaitu Para Pengusaha UMK (Usaha Mikro dan Kecil), serta 
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lembaga penjamin pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu PT 
Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Cabang Makassar.  
2. Data Sekunder, yaitu literatur, peraturan perundang-undangan, 
dokumen berupa Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak bank 
dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mengenai KUR, Surat 
Perjanjian Kredit antara pihak bank dengan debitor, serta datum 
lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi 
ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna melengkapi 
penelitian yang dilakukan, maka penulis mempergunakan teknik 
pengumpulan data yang terbagi atas : 
a. Wawancara 
  Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 
mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, yaitu dari 
pihak Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri, pengusaha UMK 
(Usaha Mikro dan Kecil), serta PT Askrindo. 
 
b. Studi Pustaka 
 Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan 
jenis data sekunder yang digunakan unutuk membantu proses 
penelitian, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis literatur, 
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peraturan perundang-undangan, serta datum lainnya yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
 
D.     Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
sosiologi hukum (Socio-Legal Approach) karena permasalahan yang 
diteliti ini didekati dari masyarakat selaku debitor dan kreditor, hukum, 
perbankan, serta asuransi kredit sedangkan spesifikasi penelitian yang 
digunakan berupa penelitian deskriptif yang artinya prosedur pemecahan 
masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek dan subjek hukum 
pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. 
 
E.   Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini meliputi lembaga perbankan sebagai 
kreditor, debitor KUR, serta lembaga penjamin KUR yang ada di 
Makassar, sedangkan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan 
teknik sampling random yaitu dengan cara menetapkan jumlah kriteria 
sampel yang ditetapkan oleh peneliti dengan jumlah yang terbatas. 
Adapun sampel peneliti terdiri dari 2 kreditor bank, yaitu Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri, 21 pengusaha UMK (Usaha Mikro dan 
Kecil) selaku debitor KUR yang terdiri dari 11 orang pedagang pisang 
epe’, 3 orang pemilik warung makan, 3 orang pemilik toko kelontong, 2 
orang penjual parfum, dan 2 orang penjual kaset CD/VCD/DVD, serta 1 
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lembaga penjamin KUR yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) 
Cabang Makassar. 
 
F.      Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu 
analisis yang memadukan data berupa hasil pengamatan, wawancara, 
bahan tertulis berupa buku-buku terkait dengan penelitian ini, MoU antara 
Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang 
ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007, serta Perjanjian Kerja Sama 
antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri dengan pihak PT 
Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mengenai KUR yang kemudian 
dianalisis secara deskriptif yang akan memberikan gambaran yang 
menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti, mencari pemecahan, 
dan menarik kesimpulan, maka dapat diperoleh suatu hasil yang 
menggambarkan faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak dibayarnya 
klaim asuransi kredit usaha rakyat (KUR) yang diajukan oleh pihak bank 
kepada PT. Askrindo serta perlindungan hukum terhadap pihak bank 
tersebut. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Tidak Dibayarnya Klaim 
Asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Diajukan oleh Pihak 
Bank pada PT Askrindo 
 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada 
Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk 
pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan 
untuk usaha produktif. KUR merupakan program yang dicanangkan 
pemerintah, namun sumber dana sepenuhnya berasal dari dana bank. 
Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K 
pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan 
ekonomi nasional. 
Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri, yang menjadi objek 
penelitian dalam skripsi ini, menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 
Kredit Usaha Rakyat ini merupakan kredit yang diberikan kepada warga 
negara Indonesia tanpa adanya jaminan untuk dijadikan sebagai modal 
usaha. Untuk Bank Rakyat Indonesia, kredit yang disalurkan terdiri dari 
dua jenis kredit yaitu :
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1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yaitu kredit di bawah                                       
Rp 20.000.000,-, kredit ini tanpa jaminan, dan KUR Makro yaitu kredit 
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dari Rp 20.000.000,- hingga Rp 100.000.000,-, biasanya menggunakan 
jaminan, dengan tingkat bunga maksimal sebesar/setara 22% efektif 
per tahun. 
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel/Bisnis, yaitu kredit yang diberikan 
kepada pengusaha dengan skala besar. Kredit yang diberikan ini 
berkisar antara Rp 100.000.000,- hingga Rp 500.000.000,-, dengan 
tingkat bunga maksimal sebesar/setara 13% efektif per tahun. 
Selain kedua jenis KUR di atas, terdapat jenis KUR yang tidak 
diberikan langsung kepada debitor, melainkan disalurkan melalui lembaga 
linkage (lembaga yang menerus-pinjamkan KUR dari bank kepada 
UMKM-K, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan 
Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah 
(BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga 
Keuangan Mikro pola konvensional/syariah) dengan pola executing 
(tanggung jawab berada pada lembaga linkage), dengan nilai plafon 
sebesar Rp 2.000.000.000,-.  
Pada penelitian ini terdapat 21 responden yang terdiri dari 11 orang 
pedagang pisang epe’, 3 orang pemilik warung makan, 3 orang pemilik 
toko kelontong, 2 orang penjual parfum, dan 2 orang penjual kaset 
CD/VCD/DVD. Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada seluruh 
responden selaku debitor kisaran pengambilan KUR di bank sekitar Rp 
1.000.000,- sampai dengan Rp 20.000.000,-. Keseluruhnya merupakan 
debitor KUR Mikro, karena semua responden menggunakan KUR dengan 
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plafon di bawah atau sama dengan Rp 20.000.000,-. Dalam hal ini, para 
debitor KUR tersebut belum bankable, yaitu UMKM-K yang belum dapat 
memenuhi persyaratan perkreditan dari bank, antara lain dalam hal 
penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan yang sesuai 
dengan ketentuan bank.63  
Modal usaha para debitor terdiri dari modal sendiri dan modal dari 
Kredit Usaha Rakyat (KUR). Modal sendiri berkisar antara Rp 100.000,- 
hingga Rp 5.000.000,-, sedangkan modal yang dipakai dari KUR berkisar 
antara Rp 1.000.000,- hingga Rp 20.000.000,-. Sebesar 75%-100% dana 
KUR tersebut memang digunakan sepenuhnya untuk pengembangan 
usaha oleh 9 responden, sedangkan 12 responden lain mengaku bahwa 
hanya sekitar 50%-75% saja dana KUR yang digunakan untuk 
pengembangan usahanya. 
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  Pasal 1 poin (10) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk dengan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. 
72 
 
Hasil penelitian tersebut dalam sebuah tabel sebagai berikut ini. 
Tabel 1. Jumlah Modal Usaha yang digunakan oleh Responden 
No. Responden 
Modal Sendiri 
(Rp) 
Modal dari KUR 
(Rp) 
1 
 
Pedagang 
Pisang 
Epe’ 
 
 
Pedagang 
Pisang 
Epe’ 
1 - 5.000.000 
2 2 - 2.000.000 
3 3 - 7.500.000 
4 4 500.000 5.000.000 
5 5 100.000 1.000.000 
6 6 100.000 5.000.000 
7 7 500.000 5.000.000 
8 8 - 3.000.000 
9 9 - 5.000.000 
10 10 300.000 3.000.000 
11 11 600.000 3.000.000 
12 Pemilik 
Warung 
Makan 
1 2.000.000 10.000.000 
13 2 2.000.000 10.000.000 
14 3 5.000.000 15.000.000 
15 Pemilik 
Toko 
Kelontong 
1 1.000.000 20.000.000 
16 2 3.000.000 15.000.000 
17 3 5.000.000 20.000.000 
18 Penjual 
Parfum 
1 500.000 1.000.000 
19 2 500.000 3.000.000 
20 Penjual 
CD/VCD/DVD 
1 - 1.000.000 
21 2 200.000 500.000 
 Sumber Data Primer Tahun 2015 
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Tabel 2. Presentase Penggunaan Dana KUR 
No. Kategori Frekuensi Presentase 
1. 
< 50% digunakan untuk 
pengembangan usaha 
- - 
2. 
50%-75% digunakan 
untuk pengembangan 
usaha 
12 orang 57% 
3. 
75%-100% digunakan 
untuk pengembangan 
usaha 
9 orang 43% 
Jumlah 21 orang 100% 
 Sumber Data Primer Tahun 2015 
Di Bank Rakyat Indonesia, Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan 
dengan nominal di bawah Rp 20.000.000,- merupakan kredit tanpa 
jaminan.64 Hal ini berarti bahwa asas kolateral yang merupakan salah satu 
asas dalam asas pengambilan kredit di bank hanya berdasar 
kepercayaan. Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit ini, maka 
pelunasannya dijamin oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). 
Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70%, 
sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana, dengan 
kata lain untuk pelunasannya tetap menagih pada debitor.  Dalam Pasal 
18 Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
dengan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan 
Koperasi, besarnya nilai klaim untuk KUR yang harus dibayar oleh PT 
Askrindo kepada bank pelaksana adalah : 
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1. Sebesar 70% x sisa pokok + tunggakan bunga dan denda sampai 
dengan timbulnya hak klaim; dengan setingi-tingginya sebesar 70% x 
plafon KUR. 
2. Untuk sektor khusus seperti sektor pertanian, sektor kelautan dan 
perikanan, sektor kehutanan, serta sektor industri kecil dan Tenaga 
Kerja Indonesia, yaitu sebesar 80% x sisa pokok + tunggakan bunga 
dan denda sampai dengan timbulnya hak klaim dengan setinggi-
tingginya sebesar 80% x plafon KUR. 
Ketentuan di atas sama dengan ketentuan yang terdapat dalam 
Perjanjian Kerjasama antara PT Askrindo dengan Bank Mandiri. Saat ini, 
PT Askrindo menangani pada sektor kredit produktif, ini dimaksudkan 
untuk mendukung penyaluran KUR ke masyarakat lebih produktif. 
Program KUR ini pun  membantu usaha yang dikelola oleh masyarakat 
kecil yang belum bankable.  
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PT Askrindo 
memberikan penjaminan untuk KUR Mikro dengan alokasi dana maksimal 
Rp 20.000.000,- dan untuk KUR Ritel sebesar Rp 500.000.000,-. 
Sebelumnya dalam penjaminan KUR tersebut, PT Askrindo bekerja sama 
dengan 7 bank pemerintah dan 26 bank pembangunan daerah.65 Namun 
setelah banyaknya jumlah KUR yang macet dan kesalahpahaman 
mengenai dana KUR yang dianggap sebagai bantuan pemerintah, maka 
KUR hanya disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia saja, sedangkan untuk 
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  http://komite-kur.com/article-103-sebaran-penyaluran-kredit-usaha-rakyat.asp 
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KUR yang masih berjalan di bank lainnya tetap dilanjutkan, namun tidak 
ada penambahan debitor lagi. 
Hal di atas dibuktikan dengan hasil penelitian pada 13 responden 
yang menganggap bahwa program KUR ini adalah bantuan dari 
pemerintah, sedangkan 8 responden lainnya mengetahui bahwa KUR 
merupakan program kerja sama antara pemerintah dengan bank, yang 
modal KUR disalurkan dari dana bank itu sendiri. Kondisi pinjaman saat ini 
dari 21 responden debitor KUR tersebut yaitu 10 diantaranya memiliki 
KUR yang macet, 5 responden KUR berjalan lancar dan 6 responden 
lainnya kurang lancar. 
Penyaluran KUR sendiri diatur oleh pemerintah dalam Peraturan 
Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan 
Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan PMK                                          
No. 10/PMK.05/2009. Sejauh ini, KUR telah disalurkan oleh enam bank, 
yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank 
Negara Indonesia Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Tabungan Negara 
Tbk, dan PT Bank Syariah Mandiri. Saat ini sebesar 74 persen pangsa 
pasar KUR dikuasai Bank Rakyat Indonesia disusul Mandiri (9 persen), 
BNI (9 persen), Bukopin (4 persen), BTN (2 persen), dan BSM (2 persen).  
Namun klaim penjaminan KUR pada tahun 2009 mengalami peningkatan 
yang fantastis dari sebesar Rp 3.300.000.000,- pada tahun 2008 menjadi 
Rp 280.600.000.000,- di tahun 2009. Tahun 2009 sendiri, PT Askrindo 
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harus menanggung beban klaim sebesar Rp 347.200.000.000,-.66 Pada 
tahun 2010, perusahaan menganggarkan kerugian yang lebih besar lagi 
dari penjaminan KUR. Hal itu dikarenakan peningkatan jumlah klaim yang 
diperkirakan akan terjadi di tahun tersebut. Selain itu, perseroan 
memproyeksikan akan mengalami kerugian akibat penjaminan KUR 
sebesar Rp 142.400.000.000. Selama tahun 2014, banyak KUR yang 
macet dan bank pelaksana mengajukan klaim asuransi ke PT Askrindo, 
sehingga pada bulan Januari 2015, pihak PT Askrindo melakukan 
pembayaran sekitar Rp 2.500.000.000 hanya untuk wilayah Sulawesi 
Selatan. 
KUR yang macet sebagian besar dari Bank Rakyat Indonesia dan 
Bank Mandiri, karena realisasi penyaluran KUR banyak dikeluarkan oleh 
kedua bank tersebut. Berdasarkan hasil wawancara pada pihak Bank 
Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri, sampai November 2014, nilai NPL 
penyaluran KUR mikro di Bank Rakyat Indonesia sebesar 3,3%, KUR 
makro 2,9% dan KUR Ritel sebesar 1,8%. sedangkan nilai NPL KUR 
mikro di Bank Mandiri mencapai 3,4%. Hal inilah yang menyebabkan KUR 
dihapus pada bank pelaksana tersebut di atas. Namun di Bank Rakyat 
Indonesia, KUR berganti nama menjadi Kredit Usaha Pedesaan 
(KUPEDES) Rakyat dengan mekanisme dan pelaksanaan penyalurannya 
sama dengan KUR. Sedangkan untuk KUR yang belum lunas di bank 
pelaksana lainnya, masih tetap berjalan secara normal sesuai dengan 
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  Rinie A. Tatiwakeng (Kepala Seksi Klaim dan Sub). Wawancara. Pada Hari Selasa, 
tanggal 24 Maret 2015. 
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aturan KUR sebelumnya. Walaupun KUR dihapus di bank pelaksana, PT 
Askrindo tetap mendapatkan keuntungan, karena adanya premi yang 
dibayarkan oleh debitor di setiap angsurannya. Oleh karenanya, walaupun 
pemerintah tidak membayarkan klaim asuransi KUR yang macet, PT 
Askrindo tetap tidak akan merugi karena tertutupi dengan premi 
tersebut.67 
Berkaitan dengan permasalahan KUR yang diberikan kepada 
UMKM-K di atas, berdasarkan penelitian terdapat beberapa faktor 
penyebab kredit macet dari segi debitor itu sendiri, yaitu :  
1. Kalah persaingan usaha, dalam hal ini karena faktor banyaknya 
pesaing dalam usaha itu sendiri menyebabkan tidak menentunya rata-
rata penghasilan per bulan. Sehingga sulit atau sama sekali tidak 
dapat membayar angsuran. 
2. Usaha bangkrut, yaitu usaha sama sekali sudah tidak berjalan lagi yang 
biasanya disebabkan oleh kreativitas dan kemampuan manajemen 
yang kurang, sarana dan prasana yang kurang memadai, serta 
pengetahuan dan pengalaman yang terbatas terhadap suatu usaha. 
Sehingga bukannya untung malah merugi. 
3. Penyalahgunaan kredit, dimana penyalahgunaan dana yang dilakukan 
oleh para responden dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak 
sesuai dengan tujuan penggunaan. Dalam pengajuan kredit, disebutkan 
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kredit untuk modal kerja, ternyata setelah dana kredit dicairkan malah 
sebagian dana KUR tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif. 
4. Itikad yang kurang baik. Para debitor sengaja untuk menunda-nunda 
atau tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank. 12 
responden mengaku jarang berkomunikasi kepada pihak bank setelah 
dana KUR itu dicairkan. 
5. Persepsi yang salah terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adanya 
persepsi yang keliru di masyarakat bahwa KUR merupakan kredit yang 
dijamin sepenuhnya oleh pemerintah dan ada juga yang beranggapan 
KUR merupakan bantuan pemerintah. Dan dalam kenyataannya, KUR 
merupakan kredit yang sumber dananya sepenuhnya berasal dari bank. 
Karena persepsi tersebutlah banyak debitor yang tidak memenuhi 
kewajibannya membayar angsuran sampai dengan lunas sehingga 
menimbulkan kredit macet. 
Banyaknya klaim asuransi KUR bergantung dengan banyaknya 
jumlah KUR yang macet. Secara umum, penyebab KUR macet 
disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dari bank. Faktor 
internal dari bank terdiri dari analisis kredit yang kurang tepat sehingga 
tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama 
jangka waktu kredit, adanya kolusi antara pejabat yang menangani kredit 
dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya 
diberikan, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha 
debitor, dan kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring 
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kredit. Sedangkan faktor eksternal dari bank merupakan faktor yang 
berasal dari nasabah, seperti usaha nasabah yang mengalami 
kebangkrutan sehingga tidak mampu membayar angsuran KUR. Selain 
itu, penyebab terjadinya kredit macet pada KUR adalah Error Omission 
(timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan 
untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan) dan Error 
Commission (timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya 
peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi 
tidak jelas). 68 
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Perkreditan Bank 
Mandiri Makassar dan Kepala Bagian SDM Bank Rakyat Indonesia Kantor 
Wilayah Makassar, pembayaran klaim atas kredit kepada PT Askrindo 
bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan banyaknya prosedur dan 
lamanya masa pencairan klaim tersebut. Dalam hal ini, kreditor akan tetap 
merugi. Adapun tata cara pengajuan klaim diatur sebagai berikut : 
1. Sebelum mengajukan surat klaim, bank berkewajiban melakukan 
upaya penyelamatan atau penagihan kepada debitor sesuai dengan 
ketentuan KUR yang berlaku pada bank pelaksana KUR. 
2. Bank mengajukan surat klaim dalam waktu paling lambat 6 bulan 
sejak KUR jatuh tempo. 
3. Pengajuan surat klaim dapat dilaksanakan setelah timbulnya hak 
klaim, yang pengajuannya dapat dilakukan secara individual maupun 
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 Ismail. Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi. Kencana Prenada Media 
Group. Jakarta. 2010. Hal. 124.   
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secara kolektif dengan menggunakan formulir yang memuat Surat 
Pengantar Pengajuan Klaim, Surat Permintaan Klaim KUR Ritel, dan 
Klaim KUR Mikro. 
4. Surat klaim diajukan bank dengan melengkapi berkas yang 
ditentukan. 
5. PT Askrindo wajib menginformasikan secara tertulis kepada bank 
apabila lampiran-lampiran surat klaim belum lengkap, paling lambat 10 
hari kerja sejak tanggal surat klaim diterima disertai penjelasan batas 
waktu pemenuhan kekurangan lampiran paling lambat 6 bulan. 
6. Bank harus memenuhi kekurangan lampiran paling lambat 6 bulan 
sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan terakhir dari                      
PT Askrindo yang dibuktikan dengan tanda terima atau buku Agenda 
Kantor bank pelaksana. 
7. Dalam hal penjualan/pencairan agunan tersebut dilakukan sebelum 
adanya pembayaran klaim dari PT Askrindo dan nilai penjualan 
agunan dapat mengurangi atau menyelesaikan kewajiban KUR, maka 
hasil penjualan agunan tersebut digunakan untuk menurunkan utang 
pokok KUR dan kewajiban bunga dan/atau denda dari debitor yang 
bersangkutan. 
8. Dalam hal PT Askrindo belum menerima Imbal Jasa Penjaminan (IJP) 
dari pemerintah dan klaim asuransi KUR telah memenuhi persyaratan 
klaim untuk dibayar, maka PT Askrindo tetap harus melakukan 
pembayaran atas tuntutan klaim tersebut. 
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Adapun mekanisme pembayaran klaim asuransi terhadap KUR 
yang macet (sebelum diganti menjadi Kupedes Rakyat) yaitu :69 
                      Mengajukan Klaim       Mengajukan Pencairan Dana Klaim 
 
Bank (kreditor)  PT Askrindo  Pemerintah 
Untuk pencairan dana klaim asuransi dari KUR macet : 
             Mencairkan Dana Klaim Bank     Memberikan Dana Klaim 
 
Pemerintah  PT Askrindo  Bank (Kreditor) 
Dari bagan di atas, dapat dilihat bahwa mekanisme pengajuan 
klaim asuransi dari kredit macet yaitu dari bank (kreditor) mengajukan 
klaim kepada PT Askrindo setelah itu PT Askrindo membayar klaim. 
Setelah dilakukan pembayaran klaim, barulah PT Askrindo mengajukan 
pencairan dana klaim kepada pemerintah (dalam hal ini Kementerian 
Keuangan). Jika diterima, barulah dana klaim tersebut diberikan kepada 
PT Askrindo. Namun pencairan klaim tersebut tidak semudah 
kelihatannya. Karena berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Klaim 
dan Sub PT Askrindo Cabang Makassar, biasanya PT Askrindo tidak serta 
merta menerima pengajuan klaim asuransi kredit macet dari pihak bank, 
begitupun dengan pengajuan dana klaim yang diminta oleh PT Askrindo 
kepada pemerintah. Hal ini menjadi celah kerugian dari kreditor perbankan 
melalui proses yang rumit. Terlebih dengan risiko kerugian yang tidak 
dijamin oleh PT Askrindo, seperti : 
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1. Bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada 
manusia/hewan berkuku/unggas) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. 
2. Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang 
langsung mengakibatkan kegagalan debitor KUR untuk melunasi KUR 
tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya. 
3. Peperangan atau dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat 
perang di seluruh atau di sebagian wilayah Indonesia yang dinyatakan 
oleh Pemerintah Pusat. 
4. Huru-hara yang berkaitan dengan gerakan atau kerusuhan politik yang 
secara langsung mengakibatkan kegagalan debitor untuk melunasi 
KUR. 
5. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia 
terhadap debitor KUR yang mengakibatkan  debitor KUR wanprestasi. 
Penolakan klaim asuransi KUR seperti pada kondisi-kondisi di atas 
yang biasa disebut dengan force mejeure didasarkan pada Perjanjian 
Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan                 
PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, 
karena KUR merupakan program kerja sama dengan pemerintah, maka 
ketentuan yang berlaku pada kredit program seperti KUR memiliki 
ketentuan-ketentuan tersendiri yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, 
termasuk force mejeure pada KUR. Oleh karenanya, risiko seperti yang 
disebutkan di atas merupakan risiko kerugian yang tidak dijamin oleh PT 
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Askrindo melainkan menjadi tanggungan bank pelaksana. Selain itu, force 
mejeure pada KUR berbeda dengan kredit usaha lainnya yang telah 
ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai sub sektor usaha dan 
pengklasifikasiannya. KUR yang merupakan program pemerintah dalam 
pengembangan UMKM yang memiliki kode sektor usaha yang harus 
ditentukan sendiri penjaminannya. 
Berdasarkan data dari PT Askrindo Cabang Makassar,70 biasanya 
menolak klaim dari pihak bank dengan alasan-alasan tertentu. Terhadap 
pemberian asuransi terhadap kredit, maka diadakan Perjanjian Kerja 
Sama (PKS) antara PT Askrindo dengan pihak bank.  Dalam Pasal 15  
Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
dengan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan 
Koperasi (sama dengan Perjanjian Kerja Sama Bank Mandiri dengan                      
PT Askrindo), hak klaim dari bank kepada PT Askrindo akan menjadi 
daluwarsa apabila surat pengajuan klaim dari bank melewati 6 bulan sejak 
KUR jatuh tempo, bank tidak melengkapi dokumen yang menjadi 
persyaratan klaim dalam waktu 6 bulan dari surat permintaan untuk 
melengkapi dokumen tersebut dari PT Askrindo, serta bank tidak 
memberikan tanggapan atas penolakan klaim dari PT Askrindo atau 
besarnya jumlah klaim yang akan dibayar PT Askrindo dalam waktu 6 
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bulan sejak tanggal surat penolakan klaim atau persetujuan klaim dari               
PT Askrindo. 
Klaim yang diajukan adalah kredit yang menunggak dan telah jatuh 
tempo belum pernah ada pembayaran selama 121 hari sejak kredit jatuh 
tempo, atau yang biasa disebut dengan kolektibilitas 4. Hal itu dijadikan 
acuan bagi klaim asuransi dari kredit macet tersebut. Adapun alasan                    
PT Askrindo sering menolak klaim atas kredit tersebut adalah 
kelengkapan berkas yang diminta oleh PT Askrindo kepada pihak bank 
yang mengajukan klaim tidak lengkap. Kelengkapan berkas yang harus 
disiapkan oleh pihak bank jika ingin mengajukan klaim KUR Mikro adalah : 
1. Fotocopy Akad Kredit yang telah dilegalisir oleh pihak bank yang 
berwenang. 
2. Fotocopy Sertifikat Penjaminan dari PT Askrindo, dalam hal 
pengajuan klaim bagi debitor KUR individu, maka apabila klaim 
disetujui, PT Askrindo akan meminta asli sertifikat tersebut. 
3. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga debitor.  
4. Copy Surat Peringatan atau Surat Penagihan dari bank kepada 
debitor KUR atau Laporan Kunjungan Nasabah (LKN). 
5. Berita Acara Klaim, yang memuat perhitungan jumlah tunggakan 
kewajiban KUR debitor yang ditandatangani oleh bank. 
6. Rekening Koran Debitor selama 3 bulan terakhir sebelum timbulnya 
hak klaim. 
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Sedangkan untuk kelengkapan berkas yang harus disiapkan oleh 
pihak bank jika ingin mengajukan klaim KUR Bisnis/Ritel lebih kompleks 
yaitu : 
1. Fotocopy Akad Kredit yang telah dilegalisir oleh pihak bank yang 
berwenang. 
2. Fotocopy Sertifikat Penjaminan dari PT Askrindo. 
3. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga debitor. 
4. Copy Surat Peringatan atau Surat Penagihan dari bank kepada 
debitor KUR atau Laporan Kunjungan Nasabah (LKN). 
5. Berita Acara Klaim. 
6. Rekening Koran Debitor. 
7.  BI Checking dan Sistem Informasi debitor (biasanya diprint di website 
Bank Indonesia). 
8. Riwayat Nasabah tentang Aktivitas Kredit  di bank. 
9. Format klaim harus sama dengan yang diberikan oleh                       
PT Askrindo. 
Kelengkapan berkas yang diminta oleh PT Askrindo terkadang tidak 
dilengkapi oleh pihak bank. Sementara itu pihak bank menyatakan bahwa 
PT Askrindo  tidak memberikan penjelasan secara detail tentang 
dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan klaim KUR. Jangka waktu 
pengajuan klaim yaitu 6 sesuai dengan perjanjian kerja sama, namun 
pihak bank biasanya melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam 
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mengonfirmasi kembali pengajuan klaim atas kredit macet.71 Pihak bank 
pelaksana KUR yang diteliti juga menyatakan bahwa PT Askrindo 
terkadang memperumit pencairan klaim  asuransi dengan mengulur-ulur 
waktu dalam pengajuan klaim asuransi KUR. Sehingga klaim asuransi 
terhadap kredit macet tersebut ditolak. Dengan kata lain, pengajuan klaim 
asuransi daluwarsa.  
Selain itu, adanya perbedaan data ketentuan. Artinya, pada saat 
realisasi pemberian KUR kepada debitor, KUR tersebut dijamin di PT 
Askrindo sebagai kredit baru. Pada kenyataannya, pada saat KUR 
tersebut macet dan diajukan klaim ke PT Askrindo, data yang diajukan 
dan dimintakan kelengkapan datanya bukan merupakan kredit baru, 
misalnya kredit tersebut merupakan kredit perpanjangan. Jadi perbedaan 
data antara realisasi penjaminan dan pengajuan klaim mengakibatkan 
penolakan klaim asuransi KUR.72 Walaupun dalam Nota Kesepahaman 
antara bank pelaksana KUR dengan PT Askrindo menyatakan bahwa 
KUR yang disalurkan adalah kredit baru, namun pada kenyataannya PT 
Askrindo tetap menerima kredit perpanjangan atau penambahan plafon, 
selama dikonfirmasikan kepada PT Askrindo. 
Dalam Perjanjian Kerja Sama antara pihak bank pelaksana dengan 
PT Askrindo tidak ada batasan penyaluran KUR pada sektor kredit baru 
saja, namun jika ada debitor yang layak diberikan perpanjangan jangka 
waktu dan/atau tambahan plafon, seharusnya pihak bank harus 
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mengonfirmasikan kepada pihak PT Askrindo. Sepanjang tidak 
dikonfirmasi, jika suatu saat bermasalah, maka klaim asuransi KUR akan  
ditolak. Namun pihak Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri 
menyatakan bahwa pemberitahuan mengenai perpanjangan jangka waktu 
dan tambahan plafon selalu dilakukan oleh pihak bank pelaksana. 
Selain masalah data dan kelengkapan berkas, rotasi petugas bank 
pelaksana KUR yang tinggi mengakibatkan adanya miskomunikasi antara 
petugas KUR yang lama dengan yang baru. Jika pihak PT Askrindo 
meminta kelengkapan data atau konfirmasi mengenai pengajuan klaim 
asuransi KUR pada petugas bank yang baru, sering kali terjadi 
ketidakjelasan informasi, karena petugas baru yang bingung dengan 
pengajuan klaim asuransi yang ditangani oleh petugas KUR yang lama. 
Oleh karenanya, jika ditemukan berkas yang tidak lengkap pengajuan 
klaim asuransi KUR oleh pihak bank pelaksana KUR, maka yang dahulu 
hanya surat saja yang diberikan PT Askrindo, sekarang PT Askrindo 
memberikan surat dan semua berkas yang diberikan dari bank pelaksana. 
Hal-hal teknis seperti inilah yang biasanya menyebabkan kreditor merugi 
dalam pembayaran debitor yang tidak mampu melunasi utangnya. 
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B. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Atas Terjadinya 
Wanprestasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Diasuransikan 
pada PT Askrindo 
 
Untuk  Kredit Usaha Rakyat (KUR), pada kenyataannya baik Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri tidak menyalurkannya tanpa 
adanya jaminan. Oleh karena itu, jika ada wanprestasi yang terjadi, maka 
akan ada perlindungan hukum atas pelunasan utangnya. Namun hal ini 
tidak semudah praktiknya, karena akan selalu ada celah jika  jaminan 
tersebut musnah ataukah debitor mengalihkan ke pihak lain. Bank Mandiri 
hanya memberikan kredit tanpa jaminan kepada Pegawai Negeri Sipil 
(PNS). Jaminan dalam hal disini adalah gaji yang dimiliki oleh debitor.  
Untuk kreditor (dalam hal ini perbankan), Philipus M. Hadjon 
membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :
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1.  Perlindungan hukum yang preventif 
Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 
sengketa. Untuk mencegah tidak dibayarnya klaim asuransi Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) oleh PT Askrindo terkait perlindungan hukum preventif, 
kembali dilihat dan diusahakan dari pembayaran debitor KUR, yang dapat 
dilihat dari klausula perjanjian antara kreditor dengan debitor, dimana 
terdapat pasal yang melindungi hak kreditor untuk mendapatkan 
pembayaran yaitu dengan adanya jaminan yang diberikan oleh debitor 
kepada kreditor. Begitupun dengan klausula jika debitor wanprestasi, 
maka kreditor berhak mengambil jaminan debitor. 
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Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor ketika 
debitor wanprestasi terdapat dalam bentuk perjanjian kredit, dimana 
berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan, dijelaskan bahwa perjanjian yang menimbulkan 
hubungan utang-piutang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan 
maupun akta autentik tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur 
materi perjanjian tersebut. 
Dalam suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak kreditor 
dan debitor, tidak menutup risiko adanya tindakan wanprestasi dari pihak 
debitor, sehingga diperlukan jaminan kebendaan guna menjamin 
pelunasan piutang debitor. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang 
bersangkutan (kreditor preferen) daripada kreditor-kreditor lain (kreditor 
konkuren). Jadi pemberian hak jaminan tertentu, seperti fidusia, hipotik, 
hak tanggungan, dan sebagainya adalah sebagai jaminan pelunasan 
utang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian 
pinjaman/kredit yang bersangkutan. 
Seperti yang telah dijelaskan bahwa KUR diberikan kepada 
UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari pihak 
bank (belum Bankable) dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan 
persyaratan lain sesuai ketentuan pihak bank, yang pada kenyataannya, 
bank pelaksana KUR yang menyalurkan kredit kepada para UMKMK 
dengan kisaran pengambilan kredit sampai dengan 20 juta terkadang 
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meminta agunan (biasanya dalam bentuk BPKB kendaraan bermotor), 
karena hal ini berkaitan dengan manajemen risiko yang digunakan oleh 
bank dan pencegahan NPL yang melewati batas maksimal. Dalam 
Perjanjian Kerja Sama antara pihak PT Askrindo dan pihak bank 
dijelaskan bahwa agunan pokok dari KUR itu sendiri adalah kelayakan 
usaha dan objek yang dibiayai, apabila terdapat agunan tambahan maka 
disesuaikan dengan ketentuan KUR pada masing-masing bank yang jika 
terjadi perubahan, penggantian, dan/atau pengembalian agunan wajib 
melaporkan kepada pihak PT Askrindo. 
Pada dasarnya, kreditor pemegang jaminan kebendaan memiliki 
hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna 
pembayaran utang debitor jika debitor lalai melaksanakan kewajibannya 
berdasarkan perjanjian kredit. Apabila KUR macet tersebut terjadi karena 
debitor tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam 
perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, 
debitor harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan 
melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditor harus menggugat debitor 
atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitor, kreditor 
harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitor 
memenuhi prestasinya. Apabila debitor tidak juga memenuhi prestasinya, 
maka kreditor dapat menggugat debitor atas dasar wanpretasi, yang 
apabila pengadilan memutuskan bahwa debitor telah wanprestasi, maka 
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kreditor dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan 
oleh debitor. 
 Jadi, dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya 
bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran KUR telah lewat atau 
tidak. Akan tetapi, apabila debitor melakukan prestasi yang tidak sesuai 
dengan yang diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru 
berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan 
dapat membuat kreditor berhak untuk melaksanakan haknya 
mengeksekusi barang jaminan. 
 Namun biasanya sebelum membawa perkara kredit yang 
bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi 
terlebih dahulu. Kredit yang bermasalah dapat dilakukan penyelesaian 
secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada 
tahap kualitas macet, maka penanganannya lebih ditekankan melalui 
beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum 
(penyelesaian melalui jalur hukum).74 
 Menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan 
antara lain sebagai berikut : 
1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit 
yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu 
termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran 
maupun tidak; 
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2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 
seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan 
jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya 
sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan 
konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan 
bank; 
3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit 
berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau 
sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau 
konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam 
perusahaan. 
  Oleh karena itu, memang barang jaminan dapat dilelang sebelum 
lewat jangka waktu pembayaran kredit dalam hal debitor melakukan 
tindakan wanprestasi lainnya. Meski demikian, ada baiknya ditempuh 
upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan 
kredit yang bermasalah sebelum melakukan gugatan ke pengadilan dan 
mengeksekusi barang jaminan. 
Selain penjaminan kredit yang bermasalah oleh PT Askrindo, Bank 
Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri memiliki manajemen risiko secara 
internal. Dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko, bank dituntut 
melakukan manajemen risiko yang sehat. Menurut Soiesno 
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Djojosoedarso,75 pengertian manajemen risiko secara sederhana adalah 
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, 
terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, 
dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, 
menyusun, memimpin/mengkoordinasi, dan mengawasi (termasuk 
mengevaluasi) program penanggulangan risiko. 
Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003. 
Tanggal 19 Mei 2003 yang diuraikan lebih rinci dalam lampiran surat 
edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP Tanggal 29 September 2003 
menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko adalah serangkaian 
prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasikan, 
mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan 
usaha bank. Manajemen risiko dapat diikhtisarkan sebagai berikut : 
a. Melakukan Identifikasi Risiko. 
Identifikasi risiko bertujuan menemukan secara sistematis risiko 
(kerugian potensial) yang mungkin dihadapi usaha. Dalam hal ini apabila 
risiko tidak teridentifikasi, maka berarti usaha tersebut menanggung risiko 
secara tidak sadar. 
b. Melakukan Pengukuran/Analisis Risiko. 
Tujuan pengukuran/analisis terhadap risiko adalah untuk 
menentukan risiko yang dihadapi. Pengukuran risiko dilakukan dengan 
melihat frekuensi atau jumlah dan tingkat kerugian yang akan terjadi. 
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c. Melakukan Penanganan Risiko. 
Setelah diketahui dan dilakukan pengukuran risiko pengusaha 
memutuskan bagaimana menangani risiko. Beberapa metode yang dapat 
digunakan dalam menangani risiko adalah : 
1) Menghindari risiko 
2) Mencegah dan mengendalikan risiko. 
3) Menahan risiko 
4) Memindahkan risiko. 
d.  Pemantauan. 
Dalam penyusunan permohonan kredit, bahasan mengenai aspek 
risiko bertujuan untuk menjelaskan mengenai layak tidaknya usaha 
tersebut dibiayai apabila terjadi perubahan-perubahan pada unsur-unsur 
kelayakan pemasaran, teknologi dan produksi serta keuangan.  
Kajian terhadap aspek risiko ini terutama untuk menyajikan dan 
menganalisis hal-hal seperti pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi 
besar kecilnya risiko kegagalan usaha yang mungkin akan dihadapi 
pengusaha. Kedua, aspek risiko dalam suatu analisis kelayakan usaha 
apabila dikemudian hari ternyata usaha ini akan diusulkan dan dibiayai 
oleh Bank. Ketiga, perumusan langkah-langkah yang perlu diantisipasi 
untuk bisa keluar dari risiko kegagalan usaha. 
Sedangkan yang dimaksud dengan risiko adalah  potensi terjadinya 
sesuatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian bank. 
Selanjutnya menurut Soeisno Djojosoedarso, istilah risiko sudah biasa 
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dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang umumnya sudah dipahami. 
Tetapi pengertian secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap 
beragam, yaitu antara lain :76 
a.   Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama 
periode tertentu. 
b. Risiko adalah ketidakpastian (uncertainty) yang mungkin melahirkan 
peristiwa kerugian. 
c. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. 
d. Risiko adalah merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari 
hasil yang diharapkan. 
e. Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil yang berbeda dengan yang 
diharapkan. 
Dalam konteks organisasi manejemen risiko, Bank Rakyat 
Indonesia dan Bank Mandiri tentu harus dapat menciptakan fungsi 
manajemen risiko yang independen terhadap Risk Taking Unit. Jadi harus 
ada mengawasi dan diawasi. Bank harus mengembangkan kebijakan, 
metodologi dan infrastruktur yang dapat melindungi Bank dari kerugian 
akibat risiko disetiap sisi aktivitasnya. 
Dalam kebijakan-kebijakan bank harus menentukan tingkat 
toleransinya terhadap risiko yang tetap konsisten terhadap strategi 
usahanya, dan strategi itu sendiri harus menyatakan tujuan yang ingin 
dicapai dalam ukuran risiko dan target imbal hasil. Kebijakan-kebijakan 
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berbasis risiko itu tentu diharapkan pada semua risiko yang harus 
dihadapi Bank. Pihak manajemen bank juga harus dapat menentukan 
risiko-risiko mana yang harus ditopang dengan modal yang sepadan. 
Penerapan manajemen risiko akan memberi manfaat, baik kepada 
perbankan maupun kepada otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan, 
penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan Share Holder Value, 
memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan 
kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses 
pengambilan keputusan yang sistematis, yang didasarkan pada 
ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukur yang lebih 
akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang 
melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks 
serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam 
rangka meningkatkan daya saing bank. Penerapan manajemen risiko 
akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang 
dihadapi oleh pihak bank, yang dapat mempengaruhi permodalan bank 
dan sebagainya sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan 
strategi dan fokus pengawasan bank.   
Dalam penyaluran kredit pasti ada kredit yang menunggak dan 
kredit diragukan, sehingga Bank Rakyat Indonesia Kanwil Makassar dapat 
memberikan kebijaksanaan dalam pengawasan internal sebagai berikut :77 
a. Analisis Pengawasan Internal 
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Kebijaksanaan pengawasan internal untuk  mengidentifikasi 
kembali yang menjadi jaminan pada bank saat kredit diambil, ternyata 
mengalami hambatan dalam pengembaliannya. Bagian kredit meninjau 
kembali jaminan atau dievaluasi kegiatan, apakah kegiatan masih aktif 
atau tidak.   
1) Memberikan perhatian pertama atau pemanggilan untuk 
dikonsultasikan keterlambatan pembayaran. 
2) Memberikan pemanggilan kedua bila pemanggilan pertama tidak 
berhasil. 
3) Memberikan lampu merah bila kebijaksanaan yang ditempuh tidak 
berhasil. 
b. Kebijaksanaan Pengawasan Internal                                                    
Kebijaksanaan pengawasan bila kredit mengalami hambatan 
pengembaliannya sebagai berikut : 
1) Diberikan kebijaksanaan untuk melunasi utangnya dengan syarat 
memberikan kelonggaran pembayaran. 
2) Membuat perjanjian ulang berapa sebenarnya kesanggupan dia 
bayar tiap bulan. 
3) Langkah-langkah untuk mengantisipasi kredit macet. 
Manajemen risiko ini melindungi kreditor terhadap semua 
kemungkinan adanya kredit macet atau dalam hal ini KUR yang diambil 
oleh debitor. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi ataupun kredit 
macet, kreditorpun seharusnya menerapkan prinsip-prinsip perbankan 
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dalam memberikan kredit kepada debitor yang memiliki kemungkinan 
bangkrut/rugi, apalagi dari hasil kuesioner menyatakan bahwa sebagian 
besar responden mengalami penurunan pemasukan setelah 
menggunakan KUR dibandingkan dengan sebelum menggunakan KUR. 
Karena posisi kreditor sebenarnya sudah lebih di atas dibandingkan 
dengan debitor, namun dalam hal utang/kredit yang macet, maka kreditor 
perlu menerapkan prinsip-prinsip tersebut.  
Selain itu, kreditor perlu menerapkan asas-asas perkreditan yang 
sehat itu dimana setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan 
perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman 
dalam pemberian kredit sehari-hari. Pedoman dalam pemberian kredit 
tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok 
sebagai berikut : 
1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan 
2) Organisasi dan manajemen perkreditan 
3) Kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit 
4) Dokumentasi dan administrasi kredit 
5) Pengawasan kredit 
6) Penyelesaian kredit bermasalah 
Dalam penyusunan kredit, bank harus melakukan riset pasar dan 
dipadukan dengan pengalamannya selama memberikan kredit, sehingga 
diperoleh pedoman pasar sasaran yang akan dimasukkan, kriteria calon 
nasabah yang dapat diterima sebagai nasabah, kriteria nasabah yang 
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dapat dilayani, serta besarnya target ekspansi kredit. Proses pemberian 
putusan kredit itu sendiri meliputi prakarsa kredit dan permohonan kredit, 
analisis dan evaluasi kredit, negosiasi kredit, rekomendasi pemberian 
putusan kredit, pemberian putusan kredit, perjanjian kredit, dokumentasi 
dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit, dan pengawasan 
kredit harus memperhatikan risiko yang mungkin timbul dan upaya-upaya 
perlindungan yang perlu dilakukan, aspek-aspek hukum yang memperkuat 
posisi bank serta mencari berbagai alternatif penyelamatan pengembalian 
kredit. Disinilah fungsi perangkat organisasi perkreditan bank yaitu 
dimaksudkan agar masing-masing pejabat kredit, baik sebagai individual 
maupun dalam suatu komite, mempunyai tugas dan tanggung jawab yang 
jelas, sehingga akan lebih mudah meminta pertanggungjawaban bila 
terjadi penyimpangaan atau timbul masalah dalam perkreditan. Fungsi-
fungsi yang terdapat di dalamnya adalah pejabat pemrakarsa/penganalisis 
kredit, pejabat perekomendasi kredit dan pejabat pemutus kredit. 
Ketiganya secara bersama-sama bertanggungjawab atas kredit yang 
diberikan kepada nasabah. 
Acuan yang dapat ditempuh oleh bank pelaksana KUR di dalam 
perkreditan untuk menghindari kesulitan dalam penyelesaian piutangnya 
yaitu penerapan aspek yang biasa dikenal dengan aspek 5C. Suatu bank 
atau lembaga keuangan akan memberikan kredit kepada seseorang atau 
badan apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa orang atau 
badan yang bersangkutan benar-benar dapat dipercaya atau dengan kata 
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lain bank baru akan bersedia memberi kredit. Penilaian suatu kredit dapat 
pula dilakukan dengan analisis 7P kredit. 
Walaupun debitor KUR belum bankable, bank pelaksana KUR tetap 
harus menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit, untuk mencegah 
terjadinya wanprestasi. Dalam industri perbankan, kasus kredit 
bermasalah tidak dapat dihindari secara mutlak, sehingga setiap bank 
harus tetap berusaha untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Setiap 
pegawai bank yang terlibat dengan kegiatan pemberian KUR harus 
menyadari besarnya tanggung jawab untuk menekan sekecil mungkin 
risiko munculnya kasus KUR bermasalah. Dengan perkataan lain, 
walaupun kegiatan perkreditan memiliki sasaran untuk mengoptimalkan 
pendapatan bank, namun juga harus dapat mengendalikan dan 
meminimalkan risiko terjadinya kasus KUR bermasalah, seperti 
menempuh acuan di atas agar tidak terjadi wanprestasi.  
2.   Perlindungan hukum yang represif 
Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila 
terjadi sengketa. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara partial 
menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 
3 (tiga) badan, salah satunya adalah pengadilan. Dalam Perjanjian 
Kerjasama antara Bank Mandiri/Bank Rakyat Indonesia dengan PT 
Askrindo tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha 
Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, pilihan hukum dan penyelesaian 
perselisihan dilakukan melalui musyawarah dalam jangka waktu paling 
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lama 2 bulan. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam 
musyawarah, maka bank dapat menempuh jalur hukum melalui 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena dalam perjanjian tersebut dipilih 
tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  
Jika debitor KUR wanprestasi, maka kreditor tidak mendapatkan 
kepastian hukum terhadap pelunasan utang debitor, sehingga ditempuh 
upaya hukum : 
1. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara; 
2. Melalui badan peradilan (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat); 
3. Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara di Bank Rakyat Indonesia 
dan Bank Mandiri, bank jarang sekali membawa permasalahan kredit 
macet seperti ini ke meja pengadilan. Hal ini dikarenakan penyelesaian 
melalui jalur litigasi sangat menghabiskan banyak waktu dan biaya.78 
Perlindungan hukum terhadap kreditor dari asuransi kredit pun tidak 
cukup mengakomodasi pelunasan utang tersebut, karena adanya 
penolakan pengajuan klaim dari PT Askrindo cukup memperumit 
penyelesaian masalah KUR yang macet. Belum lagi permintaan pencairan 
dana dari pihak PT Askrindo ke pemerintah. Walaupun pencairan dana 
klaim diberikan PT Askrindo kepada bank yang bersangkutan, klaim 
                                                             
78
  Widiawan Tajhjono.  Op.Cit. 
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tersebut juga akan kembali pada keuangan negara. Namun berdasarkan 
wawancara dengan pihak PT Askrindo, klaim tersebut terkadang tidak 
dikabulkan oleh pemerintah, dengan alasan kelirunya PT Askrindo dalam 
mencairkan dana yang diklaim oleh pihak bank. Menurut penulis, rumitnya 
prosedur perlindungan hukum yang berupa asuransi kredit ini tidak cukup 
efisien dalam melindungi kreditor, karena kreditor tetap harus berupaya 
keras untuk mendapatkan kembali dana KUR. Oleh karenanya, dana 
klaim KUR yang dipegang oleh PT Askrindo setelah pengajuan asuransi 
kredit KUR oleh bank pelaksana memberikan sedikit kemudahan bagi PT 
Askrindo dalam mencairkan klaim asuransi KUR yang macet.  
Jika klaim asuransi kredit tersebut dikabulkan oleh                          
PT Askrindo, kreditor tetap mendapat kepastian terhadap pembayaran 
KUR yang macet, setidaknya 70 % dari jumlah kredit yang diberikan 
kepada debitor. Hal ini dapat meminimalisasi kerugian yang dapat timbul 
atas banyaknya kredit macet yang ditangani oleh perbankan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak dibayarnya klaim asuransi 
kredit usaha rakyat (KUR) yang diajukan oleh pihak bank kepada PT 
Askrindo, pertama karena klaim yang daluwarsa, apabila surat 
pengajuan klaim dari bank melewati 6 bulan sejak KUR jatuh tempo. 
Kedua karena kelengkapan berkas yang diminta oleh PT Askrindo 
yang tidak dilengkapi oleh pihak bank. Ketiga karena ada perbedaan 
data ketentuan, pada saat realisasi pemberian KUR kepada debitor, 
KUR tersebut dijamin di PT Askrindo sebagai kredit baru, namun 
kredit tersebut merupakan kredit perpanjangan. Keempat, rotasi 
petugas bank pelaksana KUR yang tinggi mengakibatkan adanya 
miskomunikasi antara petugas KUR yang lama dengan yang baru 
mengenai pengajuan klaim asuransi KUR. 
2. Perlindungan hukum terhadap kreditor atas terjadinya wanprestasi 
dari kredit usaha rakyat (KUR) yang diasuransikan pada PT Askrindo 
terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum 
represif. Perlindungan hukum preventif dilihat dari jaminan yang 
diberikan oleh debitor, penyelesaian secara administrasi perkreditan, 
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yaitu penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali 
(reconditioning), dan penataan kembali (restructuring), serta 
manajemen risiko secara internal oleh bank pelaksana KUR. 
Sedangkan perlindungan hukum represif melalui upaya hukum seperti 
Panitia Urusan Piutang Negara, melalui badan peradilan (dalam hal ini 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), dan melalui arbitrase atau Badan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
 
B. Saran 
 
Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai           
berikut : 
1. Jika bank melakukan mutasi pegawai, sebaiknya komunikasi 
mengenai pemberkasan klaim KUR antara pegawai lama dengan 
pegawai baru ditingkatkan, agar tidak terjadi miskomunikasi yang 
merugikan pihak bank pelaksana KUR. 
2. Bank pelaksana KUR harus menerapkan asas-asas dan prinsip-
prinsip pemberian kredit dengan baik. Bank pelaksana KUR harus 
berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada debitor, agar tidak 
terjadi wanprestasi. 
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